BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPAT]I KARANGASEM
NOMOR 404 /HK /2024
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA [DAN NONPERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERFADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penvelenggaraan
pelayanan publik sesuai  asas penvelenggaraan
pemerintahan vang baik guna mewujudkan kepastian
hak dan kewajiban bagi pihak yang terkait dengan
penvelenggaraan pelavanan, maka setiap
penyelenggara pelayanan publik  wajib menyusun
standar pelayanan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 avat
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu  Pintu Daerah, perlu menetapkan Standar
Pelavanan Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Karangasem;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar
Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Karangasem:;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655};
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618};

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 613);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

10,

11.

2017 tentang Penyelenggaraasn Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomar 1956);

Peraturan Daeralh Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
[Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
[Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun
2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 1);

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor
7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pinty Bidang
Perizinan dan Nonperizinan;

Keputusan Bupati Karangasem Nomor 456 /HK/2017
tentang Penetapan Blangko Permohonan Perizinan dan
Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan
Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem sebagaimana
tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupat ini.

Ketentuan Standar Pelavanan, sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kesatu memuat;
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KETIGA

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan
proses penyampaian pelayanan (service delivery)
meliputi:

1. persyaratan;

2. sistem, mekanisme, dan prosedur:

3. jangka waktu pelayanan:

4. biaya/tarif;

5. produk pelayanan; dan

6. penanganan pengaduan, saran dan

masukan /apresiasi.

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan
proses pengelolaan layanan di internal organisasi (service
manufacturing) meliputi :

- dasar hukum:;

. sarana dan prasarana dan/atau fasilitas;

. kompetensi pelaksana;

. pengawasan internal;

Jjumlah pelaksana;

jaminan pelayvanan;

jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan: dan

-

evaluasi kinerja pelaksana.

Standar Pelayanan Perizinan Non  Berusaha dan
Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu,
meliputi:
a. Standar Pelayvanan Perizinan Non Berusaha antara lain:
I. Sektor Pekerjran Umum dan Perumahan Rakyat,
antara lain:
a) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang (PKKPR) Non Berusaha;
b)  Persetujuan Bangunan Gedung [PBG):
€} Persetujuan Lingkungan; dan
d) lzin Penataan Lahan.
2. Sektor Perdagangan, antara lain:
4] Izin Penyimpanan Bahan Bakar; dan
b) Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol
(SITU-MB).
3. Sektor Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem
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dan Transaksi Elektronik, antara lain:

al

lzin Penyelenggaraan Reklame.

Sektor Sosial, antara lain:

a)
b)
c)
dj

Izin Yavasan;

lzin Panti;

Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB); dan
Izin Undian Gratis Berhadiah (UGB).

Sektor Kesehatan Obat dan Makanan, antara lain:

a,
b.

-
&

SR ™08 pp

SIP Dokter/Dokter Gigi;
SIP Bidan;

SIP Perawat;

SIP Perawat Gigi:

SIP Tenaga Farmasi;
SIP Tenaga iz,

SIP Sanitarian;

. SIP Radiografer;

SIF Fisioterapiy;

SIP Analis;

SIP Refraksionis;

Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT);

m. lzin Penyelenggara Penigobatan Tradisional;
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Surat Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(PKRT);

Surat lzin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis;
SIP Perekam Medis;

Izin Penyelenggaraan Optikal; dan

S|P Penata Anastesi.

Sektor Transportasi, antara lain:

a.
b.

c.

Perpanjangan lzin Trayvek;

lzin Trayek dengan Tujuan Tertentu; dan
lzin Pengusahaan/Penyelenggaraan Usaha
Parkir.

Sektor Pendidikan dan Kebudavaan, antara lain;

.

b.

lzin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri;
dan

Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK)
Negeri.



KEEMPAT

KELIMA

8. Sektor Pertanian, antara lain:

a.

Surat Izin Praktik Dokter Hewan/Dokter Hewan
Spesialis;

Surat lzin Paramedik Veteriner Pelayanan
Kesehatan Hewan;

Surat lzin Paramedik Veteriner Pelayanan
Inseminator;

Surat lzin Paramedik Veteriner Pelayanan
Pemeriksa Kebuntingan; dan

Surat lzin Paramedik Veteriner Asisten Teknik
Reproduksi.

b. Standar Pelayanan nonperizinan antara lain:

hoh N

Legalisir lzin;

Pembatalan lzin;

Pencabutan fzin;

Surat Keterangan dalam Proses Perizinan;
Surat Kesesuaian Zonasi Menara; dan

6. Surat Keterangan Penelitian.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura

pada tanggal 3 Juli 2024
& BUPATI KARANGASEM, |

b=

{ | GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:
Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

1.
2,

3.

Karangasem

Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 404/ HK /2024
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN NON
BERUSAHA DAN NONPERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGASEM

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGASEM

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelavanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Karangasem

Jenis Pelayanan @ SIP Dokter/Dokter Gigl
A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN ({Service Delivery)

No Komponen . B Uraian

1. | Persyaratan 1. Secan Surat Permohonan kepada Kepala
DPMPTSP (asli);

Scan e-KTP (asli);

Scan NFWP

Sean ljazah {asli);

Sean STR (asli]

Scan Surat Keterangan Sehat dari Dokter
vang memiliki Surat [zin Praktik [asli);

TP

7. Scan Pas Photo (berwarna) ukuran 4x6
latar merah
B, Scan S|P lama [asli) bagi perpanjangan

» Scan 8IP ke-1 untuk pengajuan
permohonan SIP Ke-2 dan scan SIP
Ke-2 untuk pengajuan SIP Ke-3
9. Scan  Surat Pernyataan  Mempunyai
Tempat Praktik Mandiri (asli).
10. Scan Surat Keterangan Tempat Praktik
[Yankes)
11, Scan Bukti kecukupan Satuan Kredit
Profesi (SKP) bagi perpanjangan SIP.
[ skp.kemkes.go.id )
12. Scan  Surat Pemyataan Keaslian
Dokumen.
13. Scan Instrumen Penilaian Dokter/Dokter
Gigi Praktik Mandiri.




2, | Prosedur/Mekanisme | 1. Pendaftaran Akun melalui aplikasi
Pelayanan sicantik.go.id dengan instansi tujuana
Kabupaten Karang Asem
2. Login menggunakan username,
menguploud semua persyaratan
3. Cetak bukti Registrasi Permohonan
4. Penelitian/verifikasi persyaratan oleh
petugas Front Office.
5. Entri Data oleh petugas Back Office
b. Verifikasi dan Persetujuan/penolakan/
perbaikan oleh Dinkes
7. Verifikasi Persetujuan/ penolakan untuk
penetapan S|P oleh JF Sektor Kesehatan
Obal dan Makanan
8. Penandatangan SIP dan atau Surat
Keterangan Penolakan oleh Ka.
DPMPTSP
9. Penerbitan SIP [ Surat Keterangan
Penolakan Untuk Pemohon
3. | Jangka Waktu | » S8IP Yankes adalah 3 (tiga) hari kerja
Penvelesaian sejak berkas permohonan dinyatakan
lengkap dan benar
» SIP Mandiri adalah 3 (tiga) hari ketja
sc¢jak wverifikasi lapangan dan berkas
permohonan dinvalakan lengkap dan
bhenar
4. | Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
5. | Produk Pelayanan SIP Dokter/Deokter Gigi  atau SIP Dokter/
Dokter Gigi Mandiri
6. | Pengelolaan Email:
Pengaduan dpmptspéikamngasemkab.go.id
Telp: (0363) 23564
Website:
dpmptsp.karangasemkab.go.id
Facebook: Dpmptsp
Karangasem
Instagram: dpmptsp_kabkarangasem
- SP4N Lapor: lapor.go.id

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI

(MANUFACTURING)

I. | Dasar Hukum

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tenlang
Kesehatan;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

d. Surat Edaran Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor -
Hk.02.01/Menkes/6/2024 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga
Medis Dan Tenaga Keschatan Pasca
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Terbitnya Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 Tentang Keschatan

4, Peraturan Bupati Karangasem Nomor
33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan
dan Nonperizinan sebagaimana telah
cdiubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penvelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan.

Pelaksana

2. | Sarana, Prasarana| Parkir, gedung, ruang tungegu, AC, toilet,
dan / atau Fasilitas media informasi, kantin
3. | Kompetensi 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
Pelaksana 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Menguasai Bahasa asing (Minimal
Bahasa Inggris)
4. | Pengawasan Internal | Pelaksanaan pengawasan inlernal secara
berjenjang hingea di tingkat pengawasan oleh
Kepala OPD
5. |Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang
6. |Jaminan Pelayanan | Sesuai maklumal pelayanan
7. | Jaminan Keamanan | Tanda Tangan Elektronik
8. | Evaluasi Kinerja Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur

melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Karangasem

Jenis Pelayanan : SIP Bidan

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

No Komponen Uraian

1. | Persyaratan 1. Scan Surat Permohonan kepada Kepala

DPMPTSP (asli);

Scan e-KTP (asli);

Scan NPWP

Scan ljazah (asli);

Scan STR (asl)

Scan Sural Keterangan Sehal dari Dokter

vang memiliki Surat [zin Praktik (asli);

7. Secan Pas Photo (berwama) ukuran 4x6
latar merah

8. Scan SIP lama (asli) bagi perpanjangan
Zin;
» Scan SIP ke-1 untuk pengajuan

permohonan SIP Ke-2

9. Scan  Surat Pernyataan  Mempunyai
Tempat Praktik Mandiri (asli).

10, Scan Surat Keterangan Tempat Praktik
(Yankes)

11. Scan Bukti kecukupan Satuan Kredit
Profesi (SKP) bagi perpanjangan SIP.
( skp.kemkes.go.id |

12, Scan  Surat Pernyataan  Keaslian
Dokumen.

13. Scan Instrumen Penilaian Bidan Praktik
Mandiri.

SRS

ha

Prosedur/Mekanisme | 1. Pendaftaran Akun melalui aplikasi

Pelayanan sicantik.go.id dengan instansi tujuan
Kabupaten Karangasem

2. Login menggunakan username,
menguploud semua persyaratan

3. Cetak bukti Registrasi Permohonan

4. Penelitian/verifikasi persyaratan oleh
petugas Front Office,

5. Entri Data oleh petugas Back Office

6. Verifikasi dan Persetujuan/ penolakan

~ /perbaikan oleh Dinkes

7. Verifikasi Persetujuan/ penolakan untuk
penetapan SIP oleh JF Sektor Keschatlan
Obat dan Makanan

8. Penandatangan SIP dan atau Surat
Keterangan Penolakan oleh Kepala
DPMPTSP

9. Penerbitan SIP / Surat Keterangan
Penolakan Untuk Pemohon




ps |

3. | Jangka Waktu | » SIP Yankes adalah 3 (tiga) hari kerja
Penyelesaian sejak berkas permohonan dinyatakan
lengkap dan benar
» SIP Mandiri adalah 3 (tiga) hari kerja
sejak verifikasi lapangan dan berkas
permohonan dinvatakan lengkap dan
| benar —
4, | Biaya Taril Tidak dikenakan biaya
3. | Produk Pelayanan SIP Bidan atau SIP Bidan Mandin
6. | Pengelolaan Email:
Pengaduan dpmptspuakarangasemkab.po.id

Telp: (0363) 23564

Website:

dpmptsp. karangasembkab.go.id
Facebook: Dpmptsp

Karangasem

Instagram: dpmpisp_kabkarangasem
SP4N Lapor: lapor.go.id

B. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

:

Dasar Hukum

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang
Kesehatan:

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor O7 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan  Pelavanan Terpadu
Satu Pintu

3. Surat  Edaran Menteri Keschatan
Republik Indonesia Nomor
Hk.02.01/Menkes/6/2024 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga
Medis Dan Tenaga Keschatan Pasca
Terbitnya Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 Tentang Kesehatan

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor
33 Tahun 2019
lenlang Penyelenggaraan  Pelavanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan
dan Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022
tentang  Perubahan Kedua  atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satm Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan.

Sararia, Prasarana
dan / atau Fasilitas

Parkir, gedung, ruang tunggu, AC, toilet,
media informasi, kantin

Kompeternsi

Pelaksana

1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yvang baik
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4. Menguasai Bahasa asing (Minimal
Bahasa Inggris)

Pelaksana

4. | Pengawasan Internal Pelaksanaan pengawasan internal seccara
berienjang hingga di tingkat pengawasan
oleh Kepala OPD

5. |Jumlah Pelaksana 6 {enam) orang

6. | Jaminan Pelayanan Sesuai maklumat pelayanan

7. | Jaminan Kearnanan Tanda Tangan Elektronik

8. | Evaluasi Kinerja Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur

melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Karangasem

Jenis Pelayanan : SIP Perawat

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN ([Service Delivery)

No Komponen Uraian

I. | Persyaratan 1. Secan Surat Permohonan kepada Kepala
DPMPTSP (asli);

Scan ¢-KTP (asli);

Scan NPWP

Scan ljazah (ash);

Scan STR (ash]/Seumur Hidup

Scan Surat Keterangan Schat dari Dokter
vang memiliki Surat lzin Praktk [asli);

oUW

7. Scan Pas Photo [berwarna) ukuran 4x6
latar merah

8. Scan SIP lama (asli bagi perpanjangan
iin:

> Scan SIP ke-1 wuntuk pengajuan
permohonan SIP Ke-2

Q. Scan  Surat Pernyataan Mempunvai
Tempat Praktik Mandiri (asli).

10. Scan Surat Keterangan Tempat Praktik
(Yankes)

11. Scan Bukti kecukupan Satuan Kredit
Profesi (SKP) bagi perpanjangan SIP.
( skp.kemkes.go.id |

12, Scan  Surat Pernyataan Keaslian
Dokumen.

13. Scan Instrumen Penilaian Perawat
Praktik Mandiri

2. | Prosedur/Mekanisme | 1. Pendaftaran Akun melalui aplikasi

Pelayanan sicantik.go.id dengan instansi tujuan
Kabupaten Karangasem

2. Login menggunakan username,
menguploud semua persyaratan

3. Cetak bukti Registrasi Permohonan

4. Penelitian/verifikasi persyaratan oleh
petugas Front Office.

5. Enlri Data oleh petugas Back Office

6. Verifikasi dan Persetujuan/ penolakan
/perbaikan oleh Dinkes

7. Verifikasi Persetujuan/ penolakan untuk
penctapan SIP oleh JF Sektor Kesehatan
Obal dan Makanan

8. Penandatangan SIP dan atau Surat
Keterangan Penolakan oleh Kepala
DPMPTSP

9. Penerbitan SIP [/ Sural Kelerangan
Penolakan Untuk Pemohon
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3. | Jangka Waktu | » 3(tiga) hari kerja  sejak berkas
Penyelesaian permohonan dinyatakan lengkap dan
benar '
3 (tiga)] hari kerja sejak verifikasi
lapangan dan berkas permohonan
dinyatakan lengkap dan benar

‘l‘

4. | Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya '|
5. | Produk Pelayanan SIP Perawal atau SIP Perawat Mandiri
6. | Pengelolaan Email:
Pengaduan dpmptspe karangasembab. go.id
Telp: (0363) 23564
Websile:

dpmptsp.karangasemkab.go.id
Facebook: Dpmptsp Karangasem
Instagram: dpmptsp_kabkarangasem
SP4N Lapor: lapor.go.id

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI
(MANUFACTURING)

1. | Dasar Hukum 1. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang
Kesehatan;
2, Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu
3. Surat Edaran Menteri Keschatan
Republik Indanesia Nomor

Hk.02.01 /Menkes/6/2024 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Bag Tenaga
Medis Dan Tenaga Keschatan Pasca
Terbitnya Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 Tentang Kesehatan

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor
33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Penizinan
dan Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun
2022 tentang Perubshan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan.

2. |Sarana, Prasarana | Parkir, gedung, ruang tunggu, AC, toilet,
dan [ atau Fasilitas | rnedia informasi, kantin
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3. | Kompetensi 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
Pelaksana 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Menguasai Bahasa asing (Minimal
Bahasa Inggris)
4. | Pengawasan Internal | Pelaksanaan pengawasan internal secara
berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh
Kepala OPD
5. | Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang
6. |Jaminan Pelayanan | Sesuail maklumat pelayanan
7. | Jaminan Keamarnan ;I‘m;ﬁngan Elsktronik
8. | Evaluasi Kinerja Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur

Pelaksana

melaui Survei Kepuasan Masvarakat (SKM)
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Karangasem

Jenis Pelayanan  : SIP Perckam Medis
A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

No Komponen Uraian
1. | Persyaratan 1. Scan Surat Permohonan kepada Kepala |
DPMPTSP (asli);

Scan e-KTP (asli);

Scan NFWP

Scan Tjazah (asii);

Scan STR (ash)/Seumur Hidup

Sean Surat Keterangan Schat dari Dokter
yvang memiliki Surat lzin Praktik (asli);

& U B

7. Scan Pas Photo (berwarna) ukuran 4xé6
latar merah

8. Scan SIP lama (asli) bagi perpanjangan
iZin;

# Scan SIP ke-1 untuk pengajuan
permohonan SIP Ke-2

9. Scan Surat Keterangan Tempat Praktik
(Yankes)

10. Scan Bukti kecukupan Satuan Kredit
Profesi (SKP) bagi perpanjangan SIP.
[ skp.kemkes.go.id )

11. Scan  Surat Pernyataan  Keaslian
Dokumen.

2. | Prosedur/Mekanisme | 1. Pendaftaran Akun melalui aplikasi

Pelayanan sicantik.go.id dengan instansi tujuan

Kabupaten Karangasem

Login menggunakan username,

menguploud semua persyaratan

Cetak bukti Registrasi Permohonan

Penelitian /verifikasi persyaratan oleh

petugas Front Office.

Entri Data olch petugas Back Office

Verifikasi dan Persetujuan/penolakan/

perbaikan oleh Dinkes

7. Verifikasi Persetujuan/ penolakan untuk
penetapan SIP oleh JF Sektor Kesehatan
Obat dan Makanan

8. Penandatangan SIP dan atau Surat
Keterangan Penolakan oleh  Kepala
DPMPTSP

9. Penerbitan SIP / Surat Keterangan
Penolakan Untuk Pemohon |

10. Petugas Bidang Perizinan |
mendokumentasikan berkas dan
kelengkapannya, lanjut menyerahkan
izin dan atau penolakan izin ke petugas
Penyerahan lzin (front Office)

X N

@0




i

11. Petugas Penyerahan lzin meregistrasi izin
dan atau penolakan izin yang diterima,
Menyerahkan lzin Kepada Pemohon

12. Pemohon menerima lzin dan/atau
Penolakan Izin

3. | Jangka Wakitu | » 3 (tiga) hari  kerja  sejak berkas
Penyelesainn permohonan dinyatakan lengkap dan
_ benar
4. | Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
5. | Produk Pelayanan SIP Perekam Medis
6. | Pengelolaan Email:
Pengaduan dompispiakarangasemkah.go. id
Telp: (0363) 23564
Website:

dpmpisp.karangasemkab.go.id
Facebook: Dpmptsp Karangasem
Instagram: dpmptsp_kabkarangasem
SP4N Lapor: lapor.go.id

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISAS!
(MANUFACTURING)

1. | Dasar Hukum 1. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang
Kesehatan;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu
3. Surat Edaran Mentern Kesehatan
Republik Indonesia Nomor

Hk.02.01/Menkes/6/2024 Tentang
Penyelenggaraan Penzinan Bag Tenaga
Medis Dan Tenaga Keschatan Pasca
Terbitnya Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 Tentang Keschatan

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor
33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan  Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan
dan Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan.

2. | Sarana, Prasarana | Parkir, gedung, ruang_tu}lggu. AC, toilet,
dan / atau Fasilitas | media informasi, kantin

3. | Kompetensi 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
Pelaksana 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tala Bahasa yang baik
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4. Menguasai Bahasa asing (Minimal
Bahasa Inggris)

Pengawasan Internal

Pelaksanaan pengawasan internal secara
berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh
Kepala OPD

Jumlah Pelaksana

b (enam) orang

Jaminan Pelayanan

Sesuai maklumat pelayanan

Jaminan Keamanan

Tanda Tangan Elektronik

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur
melaui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan :Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Karangasem

Jenis Pelayanan :SIP Tenaga Farmasi

A. ASPEK PENYAMPAIAN FELAYANAN (Service Delivery)

No Komponen Uraian

1. | Persyaratan Scan Surat Permohonan kepada Kepala

DPMPTSP (asli);

Scan e-KTP (asli);

Scan NPWP

Scan ljazah (asli};

Scan STR (asli)

Scan Surat Keterangan Schat dari Dokler

yang memiliki Surat lzin Praktik (asli);

Scan Pas Photo (berwarna) ukuran 4x6

latar merah

Scan SIP lama (ash) bagi perpanjangan

12113

¥ Scan SIP ke-1 untuk pengajuan
permohonan SIP Ke-2 dan scan SIP
Ke-2 untuk pengajuan SIP Ke-3

9. Scan Sural Keterangan Tempat Praktik
(Yankes)

10. Sean Bukti kecukupan Satuan Kredit
Profesi (SKP) bagi perpanjangan SIP
(skp.kemkes.go.1d)

11. Sean  Surat Pernvataan  Keaslian

Daokumen.

T S

™

2

2. | Prosedur/Mekanisme | 1. Pendaftaran Akun melalui aplikasi

Pelayanan sicantik.go.id dengan instansi tujuan

Kabupaten Karangasem

Login menggunakan username,

menguploud semua persyaratan

Cetak bukti Registrasi Permohonan

Penelitian/verifikasi persyaratan oleh

petugas Front Office.

Entri Data olch petugas Back Office

Verifikasi dan Persetujuan/ penolakan

/perbaikan oleh Dinkes

7. Verifikasi Persetujuan;/ penolakan untuk
penetapan SIP oleh JF Sektor Kesehatan
Obat dan Makanan

8. Penandatangan SIP dan atau Surat

IJ

ok

o

Keterangan Penolakan oleh Ka.
DPMPTSP
9, Pemohon menerima lzin dan/fatau Surat
Penolakan lzin
3. | Jangka Waktu | » 3 (tiga) hari  kerja  sejak berkas
Penyelesaian permohonan dinyatakan lengkap dan
benar
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4. | Biaya Taril Tidak dikenakan biaya
5. | Produk Pelayanan SIP Tenaga Farmasi
6. | Pengelolaan Ermuail:
Pengaduan dpmptspakarangasemkab.go.id
Telp: (0363) 23564
Website:
dpmpisp.karangasemkab.go.id

Facebook: Dpmptsp Karangasem
Instagram: dpmptsp_kabkarangasem
SP4N Lapor: lapor.go.id

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI
(MANUFACTURING])

1. | Dasar Hukum l. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang
Kesehatan;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelavanan Terpadu

Satu Pintu
3. Surat Edaran Menteri Kesechatan
Republik Indonesia Nomor

Hk.02.01 /Menkes/6/2024 Tentang
Penvelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga
Medis Dan Tenaga Kesehatan Pasca
Terbitnya Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 Tentang Kesehatan

4. Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor
889/ MenKes/Per/V/2011 tentang

Registrasi, lzin Praktik, Dan lzin Kerja
Tenaga Kelarmasian;

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor
33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayunan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan
sebagaimana  telah diubah, terakhir
dengan Peraturan Bupati Karangasem
Nomar 7 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua dtas Peraturan Bupati
Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan  Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan

_ o Nonperizinan. _

2. | Sarana, Prasarana | Parkir, pedung, ruang tunggu, AC, toilet, |

dan / atau Fasilitas | media informasi, kantin

3. | Kompetensi 1. Rualifikasi Pendidikan minimal SMA
Pelaksana 2. Menguasai Komputer
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3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Menguasai Bahasa asing (Minimal
Bahasa Inggris)

Pengawasan Internal

Pelaksanaan pengawasan internal secara
berjenjang hingga di tingkal pengawasan oleh
Kepala OPD

Jumlah Pelaksana

6 [enam) orang

Jaminan Pelayanan

Sesuai maklumat pelayanan

Jaminan Keamanan

Tanda Tangan Elektronik

Evaluasi Kinernja
Pelaksana

Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur
melaui Survei Kepuasan Masvarakat (SKM)
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Karangasem

Jenis Pelayanan : SIP Tenaga Gizi
A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Sefvice Delivery)

No Komponen Uraian

1. | Persyaratan 1. Scan Surat Permohonan kepada Kepala

DPMFTSP (asli);

Scan e-KTP (asli);

Scan NPWP

Scan ljazah (asli);

Scan STR (asli)

Scan Surat Keterangan Schat dari

Dokter yang memiliki Surat [zin Praktik

(asli);

Scan Pas Photo (berwarna) ukuran 4x6

latar merah

8. Scan SIP lama (asli) bagi perpanjangan
izin;
» Scan SIP ke-1 untuk pengajuan
permohonan SIP Ke-2
9. Scan Surat Keterangan Tempat Praktik
(Yankes]

10. Scan Bukti kecukupan Satuan Kredit
Profesi (SKP) bagi perpanjangan SIP
[skp.kemkes.go.id)

11. Scan Sural Pernyataan Keaslian

Aol ol o

™

Dokumen.
2. | Prosedur/Mekanisme 1. Pendaftaran Akun melalui aplikasi :
Pelayanan sicantik.go.id dengan instansi tujuan
Kabupaten Karangasem
Login menggunakan username,

menguploud semua persyaratan

Cetak bukti Registrasi Permohonan

Penelitian/verifikasi persyaratan oleh

petugas Front Office.

Entri Data oleh petugas Back Office

Verifikasi dan Persetujuan/ penolakan

/perbaikan oleh Dinkes

7. Verifikasi Persetujuan/ penoclakan
untuk penetapan SIP oleh JF Sektor
Kesehatan Obat dan Makanan

8. Penandatangan SIP dan atau Surat
Keterangan Penolakan oleh Kepala
DPMPTSP

9. Pemohon menenma lzin dan/atau

Surat Penolakan Izin

P oW

> @

3. | Jangka Waktu| » 3(tiga)] bhari kerja sejak berkas
Penyelesaian permohonan dinvatakan lengkap dan
benar
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4. | Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
' 5. | Produk Pelayanan SIP Tenaga Gizi
6. | Pengelolaan Email:

Pengaduan

dpmptspitkarangasemkab.go.id
Telp: [0363) 23564

Website:
dpmptsp.karangasemkab.go.id
Facebook: Dpmptsp Karangasem
instagram: dpmptsp_kabkarangasem
SP4N Lapor: lapor.go.id

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI

(MANUFACTURING)

1. | Dasar Hukum

2. | Sarana, Prasarana
dan / atau Fasihitas

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang
Keschatan;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Penvelenggaraan Pelavanan Terpadu

Satu Pintu
3. Surat Edaran Menteri  Kesehatan
Republik Indonesia Nomor

Hk.02.01/Menkes/6/2024 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga
Medis Dan Tenaga Kesehatan Pasca
Terbitnya Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 Tentang Keschatan
4, Peraturan Menteri Keschatan Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2013
lentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan
Praktik Tenaga Gizi
Peraturan Bupati Karangasem Nomor
33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Bidang Pernizinan dan
Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor
33 Tahun 2019 tentang
Penyvelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan.

W

Parkir, gedung, ruang tunggu, AC, toilet,
media informasi, kantin
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3. | Kompetensi 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
Pelaksana 2. Menguasal Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
4, Menguasai Bahasa asing (Minimal
Bahasa inggris)
4. | Pengawasan Internal | pelaksanaan pengawasan internal secara
berjenjang hingga di tingkat pengawasan olch
Kepala OPD
5. | Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang
6. | Jaminan Pelayanan | Sesual maklumat pelayanan
7. | Jaminan Keamanan | Tanda Tangan Elektronik
8. | Evaluasi Kinerja Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauwi
Pelaksana Survei Kepuasan Masydrakat (SKM)
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Karangasem

Jenis Pelayanan : SIP Sanitarian

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

No Komponen | Uraian

1. | Persyaratan Scan Surat Permohonan kepada Kepala

DPMPTSP (asli);

Scan e-KTP (asli);

scan NPWP

Scan ljazah (asli);

Scan STR {asli)

Sean Sural Keterangan Sechat dari

Dokter yang memiliki Surat lzin Praktik

(asli);

7. Scan Pas Photo (berwarna) ukuran 4xb6
tatar merah

8. Scan SIP lama (asli] bagi perpanjangan
1zin;
» Scan SIP ke-1 untuk pengajuan

permohonarn SIP Ke-2

9. Scan Sural Kelerangan Tempat Prakiik
(Yankes)

10. Scan Bukti kecukupan Satuan Kredit
Profesi (SKP) bagi perpanjangan SIP
(skp.kemkes.go.id)

11. Scan Surat Pernyataan Keashan

[

R

Dokumen,
2. | Prosedur/Mekanisme 1. Pendaftaran Akun melalui aplikas: :
Pelayanan sicantik.go.id dengan instansi tujuan

Kabupaten Karangasem

Login menggunakan username,

menguploud semua persyaratan

Cetak bukti Registrasi Permohonan

Penelitian /verifikasi persyaratan oleh

petugas Front Office.

Entri Data oleh petugas Back Office

Verifikasi dan Persetujuan/penolakan/

perbaikan oleh Dinkes

7. Verifikasi Persetujuan/penolakan
untuk penetapan SIP oleh JF Sektor
Kesehatan Obat dan Makanan

8. Penandatangan SIP dan atau Surat
Keterangan Penolakan  oleh Kepala
DPMPTSP

9. Pemohon menerima lzin dan/atan
Surat Penolakan lzin

e

o o

3. | Jangka Waltu » 3 (tiga) hari  kerja  sejak berkas
Penyelesaian permohonan dinyatakan lengkap dan
____ benar
4. | Biaya Taril Tidak dikenakan biaya |
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Produk Pelayvanan

SIP Sanitarian

Pengelolaan
Pengaduan

Email:
dompispukarangasemkab.goad

Telp: (0363) 23564

Website:
dpmptsp.karangasemkab.go.id
Facebook: Dpmptsp

Karangasem

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem
SP4N Lapor: lapor.go.id

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI

IMANUFACTURING)

Dasar Hukum

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang
Kesehatan;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

3. Surat Edaran Menteri Keschatan
Republik Indonesia Nomor
Hk.02.01/Menkes/6/2024 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga
Medis Dan Tenaga Kesehatan Pasca
Terbitnya Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 Tentang Kesehatan

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
Tenaga Sanitanan;

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor
33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Bidang DPerizinan dan
Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor
33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan.

Sarana, Prasarana
dan / atau Fasilitas

Parkir, gedung, ruang tunggu, AC, toilet,
media informasi, kantin

Kompetensi
Pelaksana

1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA

2. Menguasai Kompulter

3. Menguasal Tata Bahasa yvang baik

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal
Bahasa Inggris)
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4. | Pengawasan Internal | Pelaksanaan pengawasan internal secara
berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh
Kepala OPD

5. | Jumlah Pelaksana b (enam) orang

6. | Jaminan Pelayanan “Sesuai maklumat pelayanan

7. | Jaminan Keamanan | Tanda Tangan Elektronik

8. | Evaluasi Kinerja Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur

Pelaksana

melaui Survei Kepuasan Masvarakat (SKM)
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Karangasem

SIP Radiografer

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)
No Komponen Uraian |
1. | Persyaratan 1. Scan Surat Permohonan kepada Kepala |
DPMPTSP {ash);
2. Scan e-KTP [asli);
3. Scan NPWP
4. Scan ljazah (asli);
5. Scan STRR (asli]
6. Scan Surat Keterangan Schat dari
Dokter vang memiliki Surat lzin Praktik
(asli);
7. Scan Pas Photo (berwarna) ukuran 4x6
latar merah
B. Scan SIP lama {asli) bagl perpanjangan
izin;
v Scan SIP ke-1 untuk pengajuan
permohonan SIP Ke-2
9. Scan Surat Keterangan Tempat Prakiik
(Yankes)
10. Scan Bukti kecukupan Satuan Kredit
Profesi (SKP) bagi perpanjangan SIP
(skp.kemkes.goad)
11. Sean  Surat Pernyalaan  Keaslian
Dokumen
2. | Prosedur/Mekanisme 1. Pendaftaran Akun melalui aplikasi :
Pelayanan sicantik.go.id dengan instansi tujuan
Kabupaten Karangasem
2. Login menggunakan ussrnsme,
menguploud semua persyaratan
3. Cetak bukti Registrasi Permohonan
4, Penelitian/verifikasi persyaratan oleh
petugas Front Office.
5. Entri Data oleh petugas Back Office
6. Verifikasi dan Persetujuan/ penolakan
/perbaikan oleh Dinkes
7. Verifikasi  Persetujuan/  penolakan
untuk penetapan SIP oleh JF Sektor
Keschatan Obat dan Makanan
B. Penandatangan SIP dan atau Surat
Keterangan Penolakan oleh  Ka.
DPMPTSP
9. Pemohon menerima Izin dan/fatau Surat
Penolakan Jzin
3. | Jangka Walktu = 3 (tga) hari  kerja  sejak berkas
Penyelesaian permohonan dinyatakan lengkap dan

benar
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4. | Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
5. | Produk Pelayanan SIP Radiografler
6. | Pengeloclaan Email:
Pengaduan dpmptsprkarangasembab pa.id

Telp: (0363) 23564

Website:
dpmptsp.karangasemkab.go.id
Facebook: Dpmptsp

Karangasem

Instagram: dpmptsp_kabkarangasem
SP4N Lapor: lapor.go.id

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI

(MANUFACTURING])

!’~JI

Dasar Hukum

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang
Kesehatan;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu

Satu Pmitu
3. Surat Edaran Mentenn  Kesehatan
Republik Indonesia Nomor

Hk.02.01/Menkes/6/2024 Tertang
Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga
Medis Dan Tenaga Kesehatan Pasca
Terbitnya Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 Tentang Kesehatan

4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 81 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Radiograler;

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor
33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan  sebagaimana  telah
diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupali Karangasem Nomor
33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Bidang Pernizinan dan
Nonperizinan.

| Sarana, Prasarana

dan / atau Fasilitas

| media informasi, kantin

Parkir, gedung, ruang tunggu, AC, toilet,
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Pelaksana

3. | Kompetensi 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
Pelaksana 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Menguasai Bahasa asing (Minimal
Bihasa inggris)
4. | Pengawasan Internal | Pelaksanaan pengawasan internal secara
berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh
Kepala OPD
5. | Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang
6. | Jaminan Pelayanan | Sesuai maklumat pelayanan
7. | Jaminan Keamanan | Tanda Tangan Elektronik
8. | Evaluasi Kinerja Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur

melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM]
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Karangasem

Jenis Pelayanan : SIP Fisioterapi

A.  ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

No Komponen Uraian

1. | Persyaratan 1. Scan Surat Permohonan kepada Kepala
DPMPTSP (asli);

. Sean e-KTP (asli);

. Scan NPWP

. Scan ljazah (asli|;

. Scan STRF (asli)

. Scan Sural Keterangan Sehat dari Dokter
yang memiliki Surat Izin Praktik (asli);

L= LR R N

7. Scan Pas Photo (berwarna) ukuran 4x6
latar merah

8. Scan SIP lama (asli) bagi perpanjangan
izin;

¥ Secan SIP ke-1 untuk pengajuan
permohonan SIP Ke-2
9. Scan Surat Keterangan Tempat Praktik
(Yankes)

10. Scan Bukti kecukupan Satuan Kredit
Profesi (SKP) bagi perpanjangan  SIP
(skp.kemkes.go.id)

11. Scan  Surat Pernvataan Keaslian
Dokumen

2. | Prosedur/Mekanisme | 1. Pendaftaran Akun melalui aplikasi

Pelayansn sicantik.go.id dengan instansi tujuan
Kabupaten Karangasem
2. Login mengeunakan username,

menguploud semua persyaratan

Cetak bukti Registrasi Permohonan

Peneliian /verifikasi persyaratan oleh

petugas Front Office.

Entri Data oleh petugas Back Office

Verifikasi dan Persetujuan/penolakan/

perbaikan oleh Dinkes

7. Verifikasi Persetujuan/ penolakan untuk
penetapan SIP oleh JF Sekior Kesehatan
Obat dan Makanan

8. Penandatangan SIP dan atau Surat
Keterangan Penolakan  oleh Kepala
DPMPTSP

9. Pemohon menerima Izin dan/atau Surat
Penolakan lzin

= L

o u

3. | Jangka Waktu | > 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan |
Penyelesaian dinyatakan lengkap dan benar
| 4. | Biaya Taril Tidak dikenakan biaya

5
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Produk Pelavanan

SIP Fisioterapi

Pengelolaan
Pengaduan

Email:

dpmptsp@karangasemkab, ga.id

Telp: (0363) 23564

Website:
dpmptsp.karangasemkab.go.id
Facebook: Dpmptsp Karangasem
Instagram: dpmptsp_kabkarangasem

! SPAN Lapor: lapor.go.id

B.

ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI
(MANUFACTURING)

Dasar Hukum

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang
Kesehatan;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

3. Burat Edaran Menteri  Kesehatan
Republik Indonesia Nomor
Hk.02.01/Menkes/6/2024 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga
Medis Dan Tenaga Kesehatan Pasca
Terbitnya Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 Tentang Kesehatan

4. Peraturan Menteri Kesehalan Republik

Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik

Figioterapis;

Peraturan Bupati Karangasem Nomor

33 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Bidang Perizinan dan

Nonperizinan sebagaimana telah

diubah, terakhir dengan Peraturan

Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun

2022 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Bupalti Karangasem Nomor 33

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang

Perizinan dan Nonperizinan.

4]

Sarana, Prasarana
dan [/ atau Fasilitas

Parkir, gedung, ruang tunggu, AC, toilet,
media informasi, kantin

3.

Kompetensi
Pelaksana

I. Kualifikasi Pendidikan minirnal SMA

- Menguasal Komputer

. Menguasai Tata Bahasa yang baik

. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa
inggris)

da b b

Pengawasan
Internal

Pelaksanaan pengawasan internal secara
berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh
Kepala OFD

b




i3

6 (enam) orang

Jaminan Pelavanan

Sesuail maklumat pelavanan

Jaminan Keamanan

Tanda Tangan Elekironik

|~ |en

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur
melani Survei
Kepuasan Masvarakat (SKM)
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Karangasem

Jenis Pelayanan : SIP Analis

C. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

No Komponen Uraian

1. | Persyaratan 1. Scan Surat Permohonan kepada Kepala

DPMPTSP (asli);

Scan e-KTP (ash);

Scan NPWP

Scan ljazah (asli);

Scan STR-ATLM (asli)

Scan Surat Keterangan Sehat dari Dokter

yang memiliki Surat lzin Prakrik (asli);

Scan Pas Photo (berwarna) ukuran 4x6

latar merah

8. Scan SIP lama (asli) bagi perpanjangan
izin;

¥" Scan SIP ke-1 untuk pengajuan
permohonan SIP Ke-2

9. Scan Surat Keterangan Tempat Praktik
(Yankes)

10. Scan Bukti kecukupan Satuan Kredit
Profesi {SKP) bagi perpanjangan SIP
(skp.kemkes.go.id)

11. Scan Surat Pernyataan Keaslian
Dokumen

ombwN

=

2. | Prosedur/Mekanisme | 1. Pendaftaran Akun melalui aplikasi

Pelayanan sicantik.go.id dengan instansi  tujuan
Kabupaten Karangasem
2. Login menggunakan username,

menguploud semua persyaratan

3. Cetak bukt Registrasi Permohonan

4. Penelitian/verifikasi  persyaratan  oleh
petugas Frant Office.

5. Entn Data oleh petugas Back Office

6. Verifikasi dan Persetujuan/ penolakan
/perbaikan oleh Dinkes

7. Verifikasi Persetujuan/ penolakan untuk
penctapan SIP oleh JF Sektor Kesehatan
Obat dan Makanan

8. Penandatangan SIP dan atau Surat
Keterangan Penolakan olch Ka. DPMPTSP

9, Pemchon menerima [zin dan/atau Surat

Penolakan lzin
3. |Jangka Waktu | » 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan
Penyelesaian dinyatakan lengkap dan benar
4. | Biaya Tarifl Tidak dikenakan biaya
5. | Produk Pelayanan SIP Analis
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G. | Pengelolaan Email:
Pengaduan dpmpispiakarangasemkab. oo id

Telp: (0363) 23564

Website:
dpmptsp.karangasemkab.go.id
Facebook: Dpmptsp Karangasem
Instagram: dpmptsp_kabkarangasem
SP4N Lapor: lapor.go.id

B.

ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI
(MANUFACTURING)

i

Dasar Hukum

1. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang
Kesshatan:

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

3. Surat Edaran Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor
Hk.02.01/Menkes/6/2024 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga
Medis Dan Tenaga Kesehatan Pasca
Terbitnya Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 Tentang Kesehatan

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang
lzin dan Penyelenggaraan Praktik Ahb
Teknologi Laboratorium Medik;

. Peraturan Bupati Karangasem Nomor
33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan.

(9]

Sarana, Prasarana
dan [/ atau Fasilitas

Parkir, gedung, ruang tunggu, AC, toilet,
rmedia informasi, kantin

Kompetensi
Pelaksana

I. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA

2. Menguasai Komputer

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa
Inggris)

Pengawasan
Internal

Pelaksanaan pengawasan internal secara
berjenjang hingea di tingkat pengawasan oleh
Kepala OPD

. | Jumlah Pelaksana

6 (enam) orang

Jaminan Pelayanan

Sesual maklumat pelayanan

L
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Jaminan Keamanan

Tanda Tangan Elektronik

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur
melaui Survei
Kepuasan Masvarakat (SKM)
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Karangasem

Jenis Pelayanan : SIP Refraksionis

D. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)
No Komponen Uraian

1. | Persyaratan 1. Scan Surat Permohonan kepada Kepala
DPMPTSP (asli);

. Sean «-KTP (asl);

Scan NPWP

Scan ljazah (asli);

Sean STRRO [asli)

Scan Sural Kelerangan Sehat dari Dokter

yang memiliki Surat Izin Praktik (asli);

. Secan Pas Pholo (berwarna) ukuran 4x6

latar merah

8. Scan SIP lama (asli] bagi perpanjangan
n,

¥ Scan SIP ke-1 uniuk pengajuan
permohonan SIP Ke-2

9. Scan Surat Keterangan Tempat Praktik
(Yankes)

10.  Secsn Bukti kecukupan Satuan Kredit
Profesi (SKP) bagi perpanjangan SIP
(skp.kemkes.go.id)

11. Scan Surat Pernyataan Keaslian
Dokumen '

oo w1

=]

2. | Prosedur/Mekanisme | 1. Pendaftaren Akun melalui aplikasi

Pelayanan sicantik.go.id dengan instansi tujuan
Kabupaten Karangasem
2. Login menggunakan username,

menguploud semua persyaratan

3. Cetak bukti Registrasi Permohonan

4. Penelitian/verifikasi  persyaratan  oleh
petugas Front Office.

5. Entri Data oleh petugas Back Office

f. Verifikasi dan Persetujuan/ penolakan
[ perbaikan oleh Dinkes

7. Verifikasi Persetujuan/ penolakan untuk
penetapan SIP oleh JF Sektor Kesehatan
Obat dan Makanan

8. Penandatangan SIP dan atau Surat
Keterangan Penolakan oleh Ka. DPMPTSP

9. Pemohon menerima Izin dan/atau Surat

Penolakan lzin
3. | Jangka Waktu | » 3 (tiga) harl ker]a sejak berkas permohonan
Penyelesaian dinyatakan lengkap dan benar
| 4. | Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya

5. | Produk Pelavanan SIP Refraksionis




Pengelolaan
Pengaduan

B.

Email:
dpmpispikarangasemkab.go.id

Telp: (0363) 23564

Website:
dpmptsp_karangasemkab.gn.id
Facebook: Dpmptsp Karangasem
Instagram: dpmptsp_kabkarangasem

SP4N Lapor: lapor.go.id

ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI
(MANUFACTURING]

1.

Dasar Hukum

I. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang
Kesehatan;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

d. Suratl  Edaran Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor
Hk.02.01/Menkes /62024 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga
Medis Dan Tenaga Kesehatan Pasca
Terbitnya Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 Tentang Kesehatan

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis
Optisien Dan Optometrisi;

. Peraturan Bupati Karangasem Nomor
a3 Tahun 2019 lenlang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu  Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupali Karangasem Nomor 7 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan.

i

Sarana, Prasarana
dan / atau Fasilitas

Parkir, gedung, ruang tunggu, AC, toilet,
media informasi, kantin

Kompetensi

Pelaksana

I. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA

2. Menguasai Komputer

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa
inggris)

e

Pengawasan
Internal

Pelaksanaan pengawasan internal secara
berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh
Kepala OPD

Jumlah Pelaksana

6 {enam) orang

Jaminan Pelayanan

Sesuai maklumat pelayanan
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7. | Jaminan Keamanan | Tanda Tangan Elektronik

8. | Evaluasi Kinerja Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur
Pelaksana melaui Survel

Kepuasan Masyarakat (SKM)
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanhan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Karangasem

Jenis Pelayanan : Surat Izin Pengobat Tradisional (STPT)

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

No Komponen Uraian

1. | Persyaratan Surat pengantar camat setempart;

Fotocopy KTP (pemohon dan kuasa);

Fotocopy NPWP;

Surat Keterangan Perbekel/ Lurah tempat

melakukan pekerjaan sebagai pengobat

tradisional;

Biodala pengobal tradisional;

Fotokopi sertifikat/ ijazah pengobatan

tradisional;

7. Rekomendasi dari asosiasi/ organisasi
profesi di bidang pengobatan tradisional
yang bersangkutlan,

8. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua)
lembar;

9. Foto copy izin yang akan direvisi (untuk
perubahan/ revisi dan Daltar Ulang/
Perpanjangan) apabila  hilang agar
dilengkapi dengan surat keterangan hilang
dan kepolisian;

10.Surat Pernyataan teritang kebenaran
dokumen, lokasi tidak dalam sengketa,
manajemen vang bertanggung jawab tidak
dalarm sengketa/ perkara dan Tanggung
Jawab Sosial Lingkungan ( Corporate Social
Responsibility |;

11.Surat kuasa pengurusan izin ( bagi yang
menggunakan kuasa | unutk PNS tidak
diperbolehkan bertindak menjadi kuasa,
kecuali permohonan di  ajukan oleh
pemerintah

. fRiba s

e

2. | Prosedur/Mekanisme | 1. Pemphon Mengajukan berkas Permohonan

Pelayanan pada tempat pendaftaran

2. Petugas pendaltaran memeriksa dan
meneliti kelengkapan berkas permohonan,
setuju jika persyaratan lengkap untuk
diregistrasi, tidak setuju jika persyaratan
tidak lengkap untuk diregistrasi

3. Petugas Bidang Perizinan memilah Berkas
yvang perlu peninjauan lapangan dan yang
tanpa peninjauan lapangan, Menyiapkan
Jadwal lapargan dan Berita Acara
verifikasi untuk berkas yang tidak perlu
peninjauan lapangan lanjut cetak Draft lzin

4. Tim teknis PTSP melakukan Peninjauan

Lapangan dalam rangka Verifikasi teknis

dan Administras;, Setuju diterbitkan
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apabila memenuhi ketentuan Teknis,
apabila terdapat kekurangan administrasi,
hubungi pemohon untuk melengkapi.
Tidak setuju diterbitkan apabila tidak
memenuhi  ketentuan  teknis, lanjut
dibuatkan penoclakan

5. Petugas bidang perizinan melakukan
rekapitulasi notulen dan menyusun Berita
acara hasil verifikasi teknis dan
administrasi, sesuai hasil pemninjauan
lapangan, mencetak Draft lzin dan/atan
draft penolakan izin, lanjut menghubungi
pemohon untuk membayar retribusi

6. Kasi IU memeriksa dan menandatangani,
Notulen, Berita Acara Hasil Peninjauan
Lapangan , paraf izin/penolakan izin.

7. Kahid Perizinan memeriksa dan
menandatangani, Notulen, Berita Acara
Hasil  Peninjauan  Lapangan,  paral
izin/ penolakan izin.

8. Kepala DPMPTSP memeriksa  dan

menandatangani, Berita Acara Hasil
Peninjanan Lapangan , lzin/penolakan
4. Pelugas Bidang Perizinan
mendokumentasikan berkas dan

kelengkapannya, lanjut menyerahkan izin
dan atau penolakan izin ke petugas
Penyerahan lzin (front Office)

10. Petugas Penyerahan Izin meregistrasi izin
dan atau penolakan izin yang diterima,
Menyerahkan lzin Kepada Pemohon

11. Pemohon  menerima Izin  danj/atau
Penolakan [zin
3. | Jangka Wakiu | 7 (Tujuh) hari kerja
Penyelesaian
4. | Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
5. | Produk Pelayanan Surat lzin Pengobat Tradisional (SIPT]
6. | Pengelolaan Email:
Pengaduan dpmptspiikarangasembab.go.id
Telp: (0363) 23564
Website:
dpmptsp.karangasemkab,go.id
Facebook: Dpmptsp Karangasem
Instagram: dpmptsp kabkarangasem
SP4N Lapor: lapor.go.id
B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANIBASI
(MANUFACTURING)

1.

Dagar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun
2014 tentang Pelayanan  Kesehatan
Tradisional
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2.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun
2019 tentang Pelayanan  Kesehatan
Tradisional Bali

.Peraturan Bupatl Karangasem Nomor 33

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan scbagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan.

2. | Sarana, Prasarana | Parkir, gedung, ruang tunggu, AC, toilet,
dan / atau Fasilitas | media informasi, kantn -
3. | Kompetensi I. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
Pelaksana 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa vang baik
4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa
inggris|
4. | Pengawasan Pelaksanaan pengawasan internal secara
Internal berjenjang hingga di tingkat pengawasan olch
Kepala OPD
5. |Jumlah Pelaksana | 6 (enam) orang
6. | Jaminan Pelavanan | Sesuai maklumat pelayvanan
7. | Jaminan Keamanan | Tanda Tangan Elektronik
8. | Evaluasi Kinerja Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur
Pelaksana melaui Survei

Kepuasan Masyarakat (SKM]
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Karangasem

Jenis Pelayanan . Perpanjangan lzin Trayek

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

No Komponen Uraian

1. | Persyaratan Foto copy KTP (pemilik dan kuasa)

Foto copy STNK

Kartu pengawasan asli yang dimiliki

Foto copy KIR

Pemilik Langsung / Pemilik Belum Balik
Nama / Kuasa / Sopir

e

2. | Prosedur/Mekanisme | 1. Pemochon Mengajukan berkas Permohonan

Pelayanan pada tempat pendaftaran

2. Petugas pendafltaran  memeriksa  dan
meneliti kelengkapan berkas permohonan,
setuju jika persyaratan lengkap untuk
diregistrasi, tidak setuju jika persyaratan
tidak lengkap untuk diregistrasi

3. Petugas Bidang Perizinan memilah Berkas
yang perlu peéninjauan lapangan dan yang
tanpa peninjauan lapangan, Menyiapkan
Jadwal lapangan dan Berita Acara
verifikasi untuk berkas yang tidak perlu
peninjauan lapangan lanjut cetak Draft lzin

4, Tim teknis PTSP melakukan Peninjauan
Lapangan dalam rangka Verifikasi teknis
dan Administrasi, Setuju diterbitkan
apabila memenuhi ketentuan  Teknis,
apabila terdapat kckurangan administrasi,
hubungi pemohon untuk melengkapi.
Tidak setuju diterbitkan apabila tidak
memenuhi  ketentuan  teknis, lanjut
dibuatkan penolakan

5. Pelugas hidang perizinan melakukan
rekapitulasi notulen dan menyusun Berita
acara  hasil  verifikasi teknis dan
administrasi, sesuai hasil peninjauan
lapangan, mencetak Draft lzin dan/atau
draft penolakan izin, lanjut menghubungi
pemohon untuk membayar retribusi

6. Pengampu izin trayek memeriksa dan
menandatangani, Notulen, Berita Acara
Hasil Peninjauan Lapangan |, parafl
izin / peniolakan 1zin.

7. Ko. JF PTSP memeriksa dan
menandatangani, Notulen, Berita Acara
Hasil Peninjauan  Lapangan,  paral
izin/penolakan izin.

8. Kepala DPMPTSP memeriksa dan
menandatangani, Berita Acara Hasil

1 Peninjauan Lapangan , [zin /penolakan izin.
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Petugas Bidang Perizinan
mendokumentasikan berkas dan
kelengkapannya, lanjut menyerahkan izin
dan atau penolakan izin ke petugas
Penverahan Izin (front Office)

10. Petugas Penyerahan lzin meregistrasi izin
dan atau penolakan izin yang diterima,
Menyerahkan lzin Kepada Pemaohon

11.Pemohon  menerima lzin dan/atau

Penolakan Izin

3. | Jangka Waktu | 7 (Tujuh) hari kerja
Penyelesaian

4. | Biaya Tarif Tidak dikenakan biava

5. | Produk Pelayanan Perpanjangan lzin Trayek

6. | Pengelolaan Email:
Pengaduan dpmplepdi karangasemkab . go.id

Telp: (0363) 23564

Website:

dpmptsp. karangasemkab.go.id
Facebook: Dpmptsp Karangasem
Instagram: dpmptsp_kabkarangasem

| SP4N Lapor: lapor.go.id

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI
(MANUFACTURING)

L.

Dasar Hulkum

Sarana,
dan / atau Fasilitas

1. Undang-Undang Nomeor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Peraturan Menteri Republik Indonesia No 15
Tahun 20192 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang Dengan Kendaraan
Bermotor Umum Dalam Travek

3. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 1entang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan. S

Parkir, gedung, ruang tunggu, AC, toilet,

media informasi, kantin

Kompetensi
Pelaksana

Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
Menguasai Komputer

Menguasai Tata Bahasa yang baik
Menguasail Bahasa asing (Minimal Bahasa
inggris)

ot

Pengawasan
Internal

Pelaksanaan pengawasan internal sccara
berjenjang hingea di tingkat pengawasan oleh
Kepala OFD

Jumlah Pelaksana

6 (enam) orang
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Jaminan Pelayanan

Sesual maklumat pelayvanan

Jaminan Keamanan

Tanda Tangan Elekironik

ol bl o

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur
melaui Survei
Kepuasan Masyarakat [SKM)
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Karangasem

Jenis Pelayanan  : Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

No Komponen Uraian
1. | Persyaratan L Pcrsyaratan Administrasi
a. Surat Penganlar Camat
h. Fotocopy identitas diri
c. Fotocopy NPWP atas nama Lembaga
Taman Kanak-Kanak
d. Surat Keterangan Deomisili dari Kepala
Desaf Lurah
e. Susunan Pengurus dan Rincian Tugas
f. Memiliki Rekening Bank atas mama
Lembaga Taman Kanak-Kanak
g, Memiliki Surat bukti kepemilikan
gedung/lahan  berupa akte/sertifikat
atau  bukti lain yang  dapal
dipertanggung jawabkan
h. Surat pernyataan kebenaran dokumen,
tanah tidak dalam sengkela,
manajemen tidak bermasalah
2. Persyaratan Teknis
a. Hasil Penilaian Kelayakan

b. Rencana pencapaian setandar
penyelenggaraan TK/TKLB paling lama
3 Tahun

2. | Prosedur/Mekanisme | 1. Pemohon Mengajukan berkas Permohonan

Pelayanan pada tempat pendaftaran

2. Pstugas pendaftaran memeriksa dan
meneliti kelengkapan berkas permohonan,
setuju jika persyaratan lengkap untuk
diregistrasi, tidak setuju jika persyaratan
tidak lengkap untuk diregistrasi

3. Pelugas Bidang Perizinan memilah Berkas
vang perlu pemn_;auan lapangan dan yang
tanps peninjauan lapangan, Menylapkan
Jadwal lapangan dan Berita Acara
verifikasi untuk berkas yang tidak periu
peninjauan lapangan lanjut cetak Dralt lzin

4. Tim teknis PTSP melakukan Peninjauan
Lapangan dalam rangka Verilikasi teknis
dan Administrasi, Setuju diterbitkan
apabila memenuhi ketentuan Teknis,
apabila terdapat kekurangan administrasi,
hubungi pemohon untuk melengkapi.
Tidak setuju diterbitkan apabila tdak
memenuhi  ketentuan  teknis, lanjut
dibuatkan penolakan




47

5. Petugas bidang perizinan melakukan
rekapitulasi notulen dan menyusun Berita
acara  hasil  wverifikasi  teknis  dan
administrasi, sesuai hasil peninjauan
lapangan, mencetak Draft Izin dan/atau
draft penolakan izin, lanjut menghubung
pemohon untuk membayar retribusi

6. Pengampu izin Sektor taman kanak - kanak
memeriksa dan menandatangani, Notulen,
Berita Acara Hasil Peninjauan Lepangan ,
paral izin/penolakan izin.

7. Ko. JF PTSP memeriksa dan
menandatangani, Notulen, Benta Acara
Hasil Peninjauan  Lapangan,  parafl
1zin /penolakan izin.

8. Kepala DPMPTSP memeriksa dan
menandatangani, Berita Acara Hasil
Peninjauan Lapangan , lzin/penolakan
2.

9. Petugas Bidang Perizinan
mendokumentasikan berkas dan
kelengkapannya, lanjut menyerahkan i1zin
dan atau penolakan izin ke petugas
Penyerahan lzin (front Office)

10. Petugas Penyerahan lzin meregistrasi izn
dan atau penolakan izin yang diterima,
Menyerahkan lzin Kepada Pemohon

11.Pemohon menerima lzin  dan/atau
Penolakan lzin

3. | Jangka Waktu | 7 (Tujuh) hari kerja

Penyelesalan
4. | Biaya Tarif | Tidak dikenakan biaya |
5. | Produk Pelayanan lzin Pendirian Taman Kanak Kanak (TK) Negeri
6. | Pengelolaan Email:

Pengaduan dpmptspii karangasemkab.go.id

Telp: (0363) 23564

Website:
dpmptsp.karangasemkab.go.id
Facebook: Dpmptsp Karangasem
Instagram: dpmptsp_kabkarangasem
SP4N Lapor: lapor.go.id

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISAS]

(MANUFACTURING)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional

2, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun
2008 tentang Pendanaan Pendidikan
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan

5.Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan
Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupali Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan.

2. | Sarana, Prasarana | Parkir, gedung, ruang tunggu, AC, toilet,
dan / atau Fasilitas | media informasi, kantin
3. | Kompetensi 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
Pelaksana 2. Menguasai Komputer
3, Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa
inggrisj
4. | Pengawasan Pelaksanaan pengawasan internal secara
Internal berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh
Kepala OPD
5. | Jumlah Pelaksana | 6 (enam) orang
6. | Jaminan Pelayanan | Sesuai maklumat pelayanan
7. | Jaminan Keamanan | Tanda Tangan Elektronik
8. | Evaluasi Kinerja Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur
Pelaksana melaui Survel

Kepuasan Masyarakat (SKM)
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Karangasem

Jenis Pelayanan @ Surat Keterangan Penelitian (SKP)

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)
No Komponen Uraian
1. | Persyaratan L. Fotocapy KTP _

2. Rekomendasi Penelitan
3

1

o . Fotocopy Proposal.

2. | Prosedur/Mekanisme | 1. Pemohon Mengajukan berkas Permohonan

Pelayanan pada tempat pendaftaran

2. Petugas pendaftaran memeriksa dan
meneliti kelengkapan berkas permohonan,
sefuju jika persyvaratan lengkap untuk
diregistrasi, tidak setuju jika persvaratan
tidak lengkap untuk diregistrasi

3. Petugas Bidang Perizinan cetak Drafi SKP

4, Pengampu Lzin Sektor Penelitian

memeriksa dan paral SKP

Ko. JF. PTSP memeriksa dan, paraf SKP

Kepala DPMPTSP memeriksa  dan

menandatangani SKP

7. Petugas Bidang Perizinan
mendokumentasikan berkas dan
kelengkapannya, lanjut menyerahkan SKP
ke petugas Penyerahan [zin (front Office)

8. Petugas Penverahan lzin meregistrasi SKP
yang diterima, Menyerahkan SKP Kepada
Pemohon

9. Pemohon menerima SKP

il

3, | Jangka Waldu | 3 (Tiga) hari kerja
Penyelesalan
4. | Biaya Tarifl Tidak dikenakan biaya
5. | Produk Pelayanan Surat Keterangan Penelitian (SKP)
6. | Pengelolaan Email;
Pengaduan dpmptspitkarancasembab. go.id
Telp: (0363) 23564
Website:

dpmptsp.karangasemkab.go.id
Facebook: Dpmptsp Karangasem
Instagram: dpmptsp kabkarangasem
SP4N Lapor: lapor.go.id

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISAS]
(MANUFACTURING|

1. | Dasar Hulkum 1. Peraturan  Menteri Dalam  Negeri
Republik Indonesia Nomuor 3 Tahun 2018
tentang Penerbitan Surat Keterangan
Penelitian
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2. Peraturan Bupati Karangasem Nomor
33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Perdaturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupalti Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penvelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan.

2. | Sarana, Prasarana | Parlar, gedung, ruang tunggu, AC, toilet,
dan / atau Fasilitas | media informasi, kantin
3. | Kompetensi I, Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
Pelaksana 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa
inggris) |
4. | Pengawasan Pelaksanaan pengawasan internal secara
Internal berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh
Kepala OFD
5. | Jumlah Pelaksana | 6 (enam]) orang
6. | Jaminan Pelayanan | Sesuai maklumat pelayanan
7. | Jaminan Keamanan | Tanda Tangan Elektronik
8. | Evaluasi Kinerja Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur
Pelaksana melaul Survei

Kepuasan Masyarakat (SKM)
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Karangasem

Jenis Pelayanan @ Surat lzin Tempat Usaha Minuman Beralkohol

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

No Komponen Uraian

1.  Persvaratan Foto copy KTP (Pemohon dan Kuasa),

Foto copy Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP).

NIB.

Foto copy Akta Pendirian Perusahaan

beserta pengesahanya.

3. Folo copy SITU-MB (untuk Permohonan
Perubahan [/ Revisi), apabila dokumen
perizinan vyang dipersyaratkan tersebut
diatas hilang, agar dilengkapi surat
kehilangan dari kepolistan.

6. Surat  Pernyataan Keaslian Dokumen,
rekaman/foto copy, tanda tangan sesuai
aslinya, tanah tidak dalam sengketa,
management tidak dalam permasalahan,
CRS/TJSL.

7. Surat Kuasa Pengurusan lzin.

e AE P ==
® ¥ ]

2. | Prosedur/Mekanisme | 1. Pelaku  Usaha  mengajukan  berkas

Pelayanan Permohonan pada tempat pendaflaran

2. Memeriksa dan meneliti  kelengkapan
berkas permohonan, setuju jika persyaratan
lengkap untuk diregistrasi, tidak setuju jika
persyaratan tidak lengkap untuk diregstrasi

3. Memilah Berkas yang perlu peninjauan
lapangan dan yang tanpa peninjauan
lapangan, Menyiapkan Jadwal lapangan
dan Berita Acara verifikasi untuk berkas
vang tidak perlu peninjauan lapangan lanjut
cetak Draft Izin

4. Melakukan Peninjauan Lapangan dalam
rangka Verifikasi teknis dan Administrasi,
Setuyju  diterbitkan apabila memenuhi
ketentuan  Teknis, apabila terdapat
kekurangan administrasi, hubungi
pemohon untuk melengkapi. Tidak setuju
diterbitkan apabila tidak memenuhi
ketentuan  leknis, lanjut  dibuatkan
penolakan

. Melakukan rekapitulasi notulen dan
menyusun  Berita acara hasil verifikasi
teknis dan administrasi, sesuai hasil
peninjauan lapangan, mencetak Draft lzin
dan/atau draft  penolakan izin, lanjut
menghubungi pemohon untuk membayar
retribusi

w
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6. Memeriksa dan menandatangani, Notulen,
Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan |
faraf izin/ penolakan izin.

7. Memeriksa dan menandatangani, Berita
Acara Hasil Penirjauan Lapangan
lzin/ penolakan izin.

8. Mendokumentasikan berkas dan

kelengkapannya, lanjut menyerahkan izin
dan atau penolakan izin ke petugas
Penyerahan lzin (front Office)

9. Meregistrasi izin dan atau penolakan izin
yang diterima, Menyerahkan lzin Kepada
Pemaoahon

10, Pelaku Usaha menerima
Izin dan/atau Penolakan lzin

Peniyelesaian

3. | Jangka Wakiu

15 (lima belas) hari kerja

4. | Biaya Taril o
5. | Produk Pelayanan

Tidak dikenakan biava

Surat lzin Tempat Usaha Minuman Beralkohol

6.  Pengelolaan
Pengaduan

Email:
dpmptspiikarangasemkab.go.id
Telp: (0363) 23564

Website:

dpmptsp. karangasemkab,.go.id
Facebook: Dpraptsp Karangasem
Instagram: dpmptsp kabkarangasem

'SP4N Lapor: lapor.go.id(081338116095)

B.ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI

(MANUFACTURING)

1. | Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerimtah Nomor 19 Tahun 2004
tentang  Perubahan  atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang
perdagangan barang-barang dalam
pengawasan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4402)

2, Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997,

tentang Pengawasan dan Pengendalian
Minuman Beralkohol:

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

53/M-DAG/PER/12/2010, tentang
Perubahan Atas  Peraturan  Menteri
Perdagangan Nomor 43/ M-

DAG/PER/9Q/2009 tentang Pengadaan,
Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan
Pengendalian Minuman Beralkohol;

4 Peraturan Menieri Perindustrian Nomor

71/M-IND/PER/7 /2012, tentang
Pengawasan dan Pengendalian Indrustri
Minuman  Beralkehol (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 762)




53

5. Peraturan Menpan-RB No. 35 Tahun 2012,
tentang  Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5
Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran
Minuman Beralkohol di Provinsi Bali
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 5);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem
Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan
dan Pengendalian Penjualan Minuman
Beralkohol;

8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan scbagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua alas Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu  Pintu  Bidang  Perizinan dan
Nonperizinan.,

2. | Sarana, Prasarana
‘dan / atau Fasilitas

Parkir, gedung, ruang tunggu, AC, loilet,

' media inlormasi, kantn

3. | Kompetensi
Pelaksana

1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA

2. Menguasai Komputer

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa

inggris)

4. | Pengawasan
Internal

Pelaksanaan pﬂngawasan internal secara
berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh
Kepala OPD

Jumlah Pelaksana

-

6 (enam) orang

Jaminan Pelayanan

Sesuai maklumat pelayanan

=H | T

Jeminan Keamanan

Tanda tangan elektronik

E! Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM]
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Karangasem

Jenis Pelayanan

lzin Penvimpanan Bahan Bakar

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

N

Komponen

Uraian

Persyaratan

£ L B2 =

10.

11.

NIB (Nomor Induk Berusaha)

Fotocopy KTP | Pemohon dan Kuasa )
Fotocopy NPWP

Fotocopy Izin-izin Penunjang Usaha (PKKPR,
Rekomendasi Dokumen Lingkungan berupa
AMDAL/ UKL-UPL/SPPL, lzin Lingkungan
dan PBG)

Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan
pengesahannya

Surat keterangan atasan langsung bagi PNS
dan anggotia TNI/ Polri

Keterangan kapasitan penyimpanan (untuk
SPBU, SPPBE) / Faktur pembelian dar Agen
Resmi Pertamina (bagi industri] terkait
kapasitas penyimpanan

Foto copy lzin Penvimpanan Bahan Bakar (
untuk perubahan/ perpanjangan ), apabila
hilang agar dilengkapi dengan surat
keterangan dari Kepolisian

Foto Copy Sertifikat / Kartu peserta BPJS |
untuk perubahan/ TEViSi dan
perparjangan/ daftar ulang )

Sural pernyalaan tentang : kebenaran
dokumen, lokasi tidak dalam sengketa,
manajemen yang bertanggung jawab tidak
dalam sengketa/ perkara dan Tanggung
Jawab Sosial Lingkungan [ Corporate Social
Responbility )

Surat kuasa pengurusan izin

- Prosedur /Mekanisme

Pelayanan

8
L B

Pelaku Usaha Mengajukan berkas
Permohonan pada tempat pendaftaran

Memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas
permohonan, setuju jika persvaratan
lengkap untuk diregistrasi, tidak setuju jika
persyaratan lidak lengkap untuk diregstrasi

. Memilah Berkas yang perlu peninjauan

lapangan dan vang tanpa peningauan
lapangan, Menyiapkan Jadwal lapangan dan
Berita Acara verifikasi untuk berkas yang
tidak perlu peninjauan lapangan lanjut cetak
Draft lzin

. Melakukan Peninjauan Lapangan dalam

rangka Verifikasi teknis dan Administrasi,
Setuju  ‘diterbitkan apabila memenuhi
ketentuan  Teknis, apabila terdapal
kekurangan administrasi, hubung pemohon

3
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untuk melengkapi. Tidak setuju diterbitkan |
apabila tidak memenuhi ketentuan teknis,
lanjut dibuatkan penolakan

5. Melakukan rekapitulasi notulen dan
menyusun  Berita acara hasil verifikasi
teknis dan administrasi, sesuai hasil
peninjauan lapangan, mencetak Draft lzin
dan/atau draft penolakan izin

6. Memeriksa dan menandatangani, Notulen,
Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan |,
faraf izin/penolakan izin.

7. Memeriksa dan menandatangani, Notulen,
Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan,
paraf izin/ penolakan izin.

8. Memeriksa dan menandatangani, Bernita
Acara Hasil Peninjauan Lapangan |
lzin /penolakan izin.

9. Mendokumentasikan berkas dan
kelengkapannya, lanjut menyerahkan izin
dan atau penolakan izin ke petugas
Penyerahan [zin (front Office)

10. Meregistrasi izin dan atau
penolakan izin yang diterima, Menyerahkan
lzin Kepada Pemohon

11. Pclaku Usaha Menerima
lzin dan/atau Penolakan lzin

3. | Jangka Waktu | 15 (lima belas) hari kerja
| Penyelesaian
4. | Biaya Taril Tidak Dikenakan Biaya
5. | Produk Pelayanan Surat izin Penyvimpanan Bahan Bakar
6. | Pengelolaan Email:
Pengaduan dpmpispd karangssemkab.go.id
Telp: (0363) 23564
Website:
dpmpisp.karangasemkab.go.id
Facebook: Dpmptsp Karangasem
Instagram: dpmptsp_kabkarangasem
SP4N Lapor: lapor.go.id
B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI
(MANUFACTURING)
1. | Dasar Hukum I. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011

tenitang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik I[ndonesia Tahun 2001
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 4152);

2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor  1454.K/30/MEM/2000
lentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan
Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan
Gas Bumi,

3. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 21

Tahun 2008 tentang Ilzin Penyimpanan

Bahan Bakar Beserta Perubahannya;
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4, Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu  Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan.

Pelaksana

2. | Sarana, Prasarana | Parkir, gedung, ruang tunggu, AC, toilet, media
dan / atau Fasilitas informasi, kantin
3. | Kompetensi 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
Pelaksana 2. Menguasal Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa
inggris]
4. | Pengawasan Internal | Pelaksanaan pengawasan internal secara
berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh
Kepala OPD
5. |Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang
6. | Jaminan Pelavanan Sesuai maklumal pelayanan
| 7. |Jaminan Keamanan | Tanda tangan elektronik
8. | Evaluasi Kinerja Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Jenis Pelayanan

Pintu Kabupaten Karangasem
Surat lzin Praktek Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

‘No

Komponen Uraian

1.

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NFWP);
Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6
sebanyak 1 Lembar;

Sural Tanda Register Veteriner (STRV);

Fotocopy ijazah Dokter Hewan;

Fotocopy  sertifikal  kompetensi  Dokter

Hewan vang diterbitkan organisasi profesi

kedokteran hewan '

7. Fotocopy surat rekomendasi dari
organisasi profesi kedokteran hewan
cabang setempat;

8. Surat Rekomedasi dari Dinas Pertanian,
Pangan dan Perikanan Kabupaten
Karangasem,

9. Fotocopy suratl keterangan pemenuhan
tempal praktek dokter hewan.

'

oo

Prosedur/Mekanisme | 1. Pemohon Mengajukan berkas Permohonan

Pelayanan

pada tempat pendaftaran
2. Petugas pendaftaran memenksa dan
meneliti kelengkapan berkas permohonan,
setiju jika persvaratan lengkap untuk
diregistrasi, tidak setuju jika persyaratan
tidak lengkap untuk diregistrasi
3. Petugas pembantu  sector pertanian
memilah Berkas yvang perlu peninjauan
lapangan dan yang tanpa peninjauan
lapangan, Menyiapkan Jadwal lapangan
dan Benta Acara verifikasi untuk berkas
yvang tidak perlu peninjauan lapangan
lanjut cetak Dralt [zin
4. Tim teknis PTSP melakukan Peninjauan
Lapangan dalam rangka Verifikasi teknis
dan Administrasi, Setuju diterbitkan
apabila memenuhi ketentuan Teknis,
apabila terdapat kekurangan administrasi,
hubungi pemohon untuk melengkapi.
Tidak setuju diterbitkan apabila tidak
memenuhi  ketentdan  teknis, lanjut
dibuatkan penolakan
Petugas melakukan rekapitulas: notulen
dan menyusun Berita acara hasil verifikasi
teknis dan administrasi, sesuai hasil
peninjauan lapangan, mencetak Draft lzin
dan/atau draft penolakan izin
6. JF Sektor Pertanian memeriksa dan
menandatangani, Notulen, Berita Acara |

E.J'I
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Hasil Peninjauan Lapangan , paraf
izin/ penolakan izin.
7. Kepala  DPMPTSP  memeriksa  dan

menandatangani, Berita Acara Hasil
Peninjauan Lapangan |, Izin/penolakan
izin

8. Petugas mendokumentasikan berkas dan
kelengkapannya, lanjut menyerahkan izin
dan atau penclakan izin ke pelugas
Penyerahan Izin (front Office)

9. Petugas Penyerahan Izin meregistrasi izin
dan atau penolakan izin yang diterima,
Menverahkan lzin Kepada Pemohon

10. Pemohon  menerima  Izin  dan/atau
Penolakan lzin

3. | Jangka Waktu | 2 [ Dua ) hari kerja setelah verifikasi lapangan
Penyelesaian dan terbil rekomendasi dari OPD teknis.

4. | Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya

5. | Produk Pelayanan Surat Izin Praktek Dokter Hewan/Dokter

Hewan Spesialis

6. Ii'engélc-‘lﬁﬂn
Pengaduan

Email:

Telp: (0363) 23564

Website:

dpmptsp.karangasemkab.go.id

Facebook: Dpmptsp Karangasem
Instagram: dpmptsp kabkarangasem
SP4N Lapor: lapor.go.id

B, ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI

(MANUFACTURING)

| 1. | Dasar Hukum

1. Undang-undang {(UU) Nomor & Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang

2. Peraturan Pemerintahh Nomor 3 Tahun
2017 tentang Otoritas Veteriner

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3
Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa
Medik Veteriner

4. Peraturan Menter: Pertanian Nomor 40
Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan
Berusaha Sektor Pertanian

5. Peraluran Menteri Pertanian Nomor 8
Tahun 2019 tentang pejabat oteritas
veteriner dan Dokter Hewan Berwenang

6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupat: Karangasem Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun
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2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan

Nonperizinan.
2. | Sarana, Prasarana | Parkir, gedung, ruang tunggu, AC, toilet,
dan [/ atau Fasilitas | media informasi, kantin
3. | Kompetensi 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
Pelaksana 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yvang baik
4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa
inggris)
4. | Pengawasan Pelaksanaan pengawasan internal secara
Internal berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh
Kepala OPD
5. | Jumlah Pelaksana 3 (tiga) orang
6. | Jaminan Pelavanan | Sesuai maklumat pelayanan
7. | Jaminan Keamanan | Tanda tangan elektronik
8. | Evaluasi Kinerja Kinerja Pelaksanaan Pelavanan terukur
Pelaksana melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unil Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Karangasem

Jenis Pelayanan : Surat lzin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan

Hewan

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

No Komponen Uraian

1. | Persyaratan 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTF);

2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

3.Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6
sebanvak 1 Lembar;

4. Fotocopy ijazah sarjana kedokteran hewan,
diploma kesehatan hewan, atau ijasah
sekolah kejuruan bidang kesehatan hewan ;

5. Fotocopy perjanjian kerjasama penveliaan
dengan Dokter Hewan;

6. Fotocopy surat rekomendasi dari organisasi
profesi paramedik veteriner Indonesia
setempat

a, sertifikat kompetensi di bidang
kesehatan hewan untuk SIPP
Keswan,

b. sertifikat kompetensi di bidang
Inseminasi buatan untuk SIPP
Inseminator;

c. serfifikat kompetensi di bidang
pemeriksaan kebuntingan untuk SIPP
PKh:dan/atau

d. sertifikat kompetensi di idang teknis
reproduksi untuk SIPP ATR.

7. Fotocopy surat keterangan pemenuhan
persyaratan tempal pelayanan paramedik
veleriner

8. Fotocopy SIPP Inseminator untuk
pemohon SIPP PKb; dan atau

9. Fotocopy SIPP Keswan untuk pemohon

SIPP ATR
2. | Prosedur/Meckanisme | 1. Pemohon Mengajukan berkas
Pelayanan Permohonan pada tempat pendaftaran
2. Pelugas pendaftaran memeriksa dan
meneliti kelengkapan berkas

permohonan, setuju jika persvaratan
lengkap untuk diregistrasi, tidak setuju
jika persyaratan tidak lengkap untuk
diregistrasi

3. Petugas pembantu sector pertanian
memilah Berkas vang perlu peninjauan
lapangan dan yang tanpa peninjauan
lapangan, Menyviapkan Jadwal lapangan
dan Berita Acara verifikasi untuk berkas
vang tidak perlu peninjauan lapangan
lanjut cetak Draft lzin
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4. Tim tekms PTSP melakukan Peninjauan
Lapangan dalam rangka Verifikasi teknis
dan Administrasi, Setuju diterbitkan
apabila memenuhi ketentuan Teknis,
apabila terdapat kekurangan
administrasi, hubungi pemohon untuk
melengkapi. Tidak setuju  diterbitkan
gpabila tidak memenuhi  ketentuan
teknis, lanjut dibuatkan penolakan

. Petugas melakukan rekapitulasi notulen
dan menyusun  Berita acara hasil
verifikasi teknis dan administrasi, sesuai
hasil peninjauan lapangan, mencetak
Draft Izin dan/atau drafi penolakan izin

6. JF Sektor Pertanian memeriksa dan

menandatangani, Notulen, Berita Acara
Hasil Peninjauan Lapangan |, paraf
izin/penolakan izin.

7. Kepala DPMPTSP memeriksa dan

menandatangani, Berita Acara Hasil
Peninjauan Lapangan , Izin/penolakan

h

8. Petugas mendokumentasikan berkas
dan kelengkapannya, lanjut

menyerahkan izin dan atau penolakan
izin ke petugas Penyerahan lzin (front
Oflice)

9. Petugas Penycrahan Izin meregistrasi
izin dan atau penolakan izin vang
diterima, Menyerahkan Izin Kepada
Pemohon

10, Pemohon menerima Izin dan /atau
Penoplakan lzin

2 [ Dua ) hari kerja setelah verifikasi lapangan
dan terbil rekomendasi dari OPD teknis.

3. | Jangka Waktu
Penyelesaian
4. | Biaya Tarif

Tidak dikenakan biaya

3. | Produk Pelayanan

Sural lzin Paramedik Veteriner Pelayanan

Kesehatan Hewan

6. | Pengelolaan
Pengaduan

| SP4N Lapor: lapor.go.id

Email:
dpmptspiikarangasemkab.go.id
Telp: (0363) 23564

Website:
dpmptsp.karangasemkab.go.id
Facebook: Dpmptsp Karangasem
Instagram: dpmptsp_kabkarangasem

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISAS]|

(MANUFACTURING)

1. | Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2017 tentang Otoritas Veteriner

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3
Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa
Mecik Veteriner

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40
Tahun 2019 tentang Tala Cara Perizinan

- Berusaha Sektor Pertanian

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8
Tahun 2019 tentang pejabat oteritas
veteriner dan Dokter Hewan Berwenang

6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomar 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan

Nonperizinan.
2, | Sarana, Prasarana | Parkir, gedung, ruang tungeu, AC, toilet,
dan / atau Fasilitas | media informasi, kantin
3. | Kompetensi 1. Kualilikasi Pendidikan minimal SMA
Pelaksana 2. Menguasai Komputer _
3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa
inggris) |
4. | Pengawasan Pelaksanaan pengawasan internal secara
Internal berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh
Kepala OPD
5. | Jumlah Pelaksana 3 [ Tiga ) orang
6. | Jaminan Pelayanan | Sesuai maklumat pelayanan
7. | Jaminan Keamanan | Tanda tangan elektronik
8. | Evaluasi Kinerja Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur
Pelaksana melalui Survel Kepuasan Masyarakat (SKM)




Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Jenis Pelayanan

63

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Pintu Kabupaten Karangasem

Surat Izin Paramedik Veteriner Pelavanan Inseminator

AASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

‘No
1.

Komponen

Uraian

Persyaratan

Prosedur/Mekanisme |
Pelayanan

o

5.

=]

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6

sebanyvak 1 Lembar;

Fotocopy ijazah sarjana kedokteran hewan,
diploma kesehatan hewan, atau ijasah
sekolah kejuruan bidang kesehatan hewan

Fotocopy perjanjian kerjasama penveliaan
dengan Dokter Hewan;

Fotocopy surat rekomendasi dari
arganisasi profesi paramedik veteriner
Indonesia selempat

a. sertifikat kompetensi di hidang
keschatan hewan untuk SIPP
Keswan:

b. scrtifikat kompetensi di bidang
Inseminasi buatan untuk SIPP
Inseminator;

¢. sertifikat kompetensi di bidang
pemeriksaan kebuntingan untuk
SIPP PKb;dan/atau

d. sertifikat kompetensi di idang teknis
reproduksi untuk SIPP ATR.

Fotocopy surat keterangan pemenuhan
persyaratan tempat pelayanan paramedik
veleriner

Fotocopy SIPP Inseminator untuk
pemohon SIPP PKh; dan atau

Fotocopy SIPP Keswan untuk pemohon
SIPP ATR

1. Pemohon Mengajukan berkas
Permohonan pada tempat pendaftaran

2. Petugas pendaflaran memeriksa dan
meneliti kelengkapan berkas
permohonan, setuju jika persvaratan
lengkap untuk diregistrasi, tidak setuju
jika persyaratan tidak lengkap untuk
diregistrasi

3. Petugas pembantu sector pertanian

memilah Berkas vang perlu peninjauan
lapangan dan yang tanpa peninjauan
lapangan, Menyiapkan Jadwal lapangan
dan Berita Acara verifikasi untuk berkas
yang tidak perlu peninjauan lapangan
lanjut cetak Draft lzin
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4. Tim teknis PTSP melakukan Peninjauan
Lapangan dalam rangka Verifikasi teknis
dan Administrasi, Setuju diterbitkan
apabila memenuhi ketentuan Teknis,
apabila terdapat kekurangan
administrasi, hubungi pemohon untuk
melengkapi. Tidak setuju diterbitkan
apabila tidak memenuhi ketentuan
teknis, lanjut dibuatkan peneclakan

5. Petugas melakukan rekapitulasi notulen
dan menyusun  Berita acara hasil
verifikasi teknis dan administrasi, sesuai
hasil peninjauan lapangan, mencetak
Drafl Izin dan/atau draft penolakan izin

6. JF Sektor Pertanian memeriksa dan
menandatangani, Notulen, Berita Acara
Hasil Peninjauan Lapangan , paraf
izin/penolakan izin,

7. Kepala DPMPTSP memeriksa dan
menandatangani, Berita Acara Hasil
Peninjauan Lapangan , lzin/penolakan

izin.
8. Petugas mendokumentasikan berkas
dan kelengkapannya, lanjut

menyerahkan izin dan atau penolakan
izin ke petugas Penyerahan lIzin ([ront
Office)

9. Petugas Penyerahan [zin meregistrasi
izin dan atau penolakan izin vyang
diterima, Menyerahkan Izin Kepada

Pemochon
10. Pemohon menerima fzin dan/atau
Penolakan Izin
3. | Jangka Waktu | 2 ( Dua | hari kerja setelah verifikasi lapangan
Penyelesaian ~dan terbit rekomendasi dari OPD teknis.
4. | Biaya Tarif Tidak dikenakan biava
5. | Produk Pelayanan Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan
Inseminulor
6. | Pengelolaan Email:
Pengaduan dpmptantikarangasemitall oo id

Telp: (0363) 23564

Website:

dpmptsp karangasemkab, go.id
Facebook: Dpmptsp Karangasem
Instagram: dpmpisp_kabkarangasem
SP4N Lapor: lapor.go.id

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI
(MANUFACTURING])

1.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 18 Tehun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2017 tentang Otoritas Veteriner

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3
Tahun 2019 tentang Pelavanan .Jasa
Medik Veteriner

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40
Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan
Berusaha Sektor Pertanian

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8
Tahun 2019 tentang pejabat oteritas
veteriner dan Dokter Hewan Berwenang

6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Pelayvanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan

Pelaksana

Nonperizinan.
2, | Sarana, Prasarana | Parkir, gedung, ruang tunggu, AC, toilet,
i dan / atau Fasilitas | media informasi, kantin
3. | Kompetensi 1. Kualifkasi Pendidikan minimal SMA
Pelaksana 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa
inggris)
4. | Pengawasan Pelaksanaan pengawasan internal secara
Internal berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh
Kepala OPD
5, |Jumlah Pelaksana |3 (Tiga ) orang
6. | Juminan Pelayanan | Sesuai maklumat pelayanan
7. | Jaminen Keamanan | Tanda tangan elektronik
8. | Evaluasi Kinerja Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur

melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelavanat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Karangasem

Seklor : Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyal,
Jenis Pelayanan ¢ Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
[PKKPR)

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

N Komponen Uralan ‘
Q
1. Persyaratan I.  Koardinal lokasi kegiatan
Pelayanan 2 Kebutuhan luas lahan kegiatan ‘
pemanfaatan ruang
3. Informasi penguasaan tanah
4. Informasi penguasaan tanah
5. Informasi jenis kegiatan
6. Rencana jumlah lantai bangunan
7. Rencana luas lantai bangunan
8. Rencana teknis bangunan dan/atau
rencana induk kawasan
9. Rencana penggunaan air baku/air bersih
(apabila kegiatan pemanfaatan ruang
berdampak atau berpengaruh terhadap
| ketersediaan dan kualitas air baku/air
| bersih)
| 10, Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan
2. Prosedur/M . Pelaku usaha mengajukan PKKPR
ckanisme melalui front office DPMPTSP
Pelayanan 2. DPMPTSP mengajukan permohonan ke
DinasPekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman dan ATR/BPN
3. ATR/BPN menerbitkan pertimbangan
teknis pertanahan '
, 4. Pelaku usaha menunggu hasil
penilaian/kajign PKKPR oleh Forum
Penataan Ruang Kabupaten Karangasem
5. DPMPTSP menerbitkan PKKPR
6. Pelaku usaha menerima PKKPR
- X Waktu 23 hari kerja
Penyelesaian
4. Biaya Pelayanan | Dikenakan PNBP B
3. Produk Persetuju Kesesuai Kegiata Pemanfaat Ruan
Pelayanan n(PKKPR] an fn an -4
6. Pengelolaan Email:
Pengaduan dpmptspidkaraneasemkab.go.id
Telp: (0363) 23564
Website:
dpmptsp.karangasemkab.go.id
Facebook: Dpmptsp Karangasem
Instagram:
dpmptsp _kabkarangasem
SP4N Lapor: lapor.go.id
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B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL
ORGANISASI(MANUFACTURING)

g2

Dasar Hukum

(]

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 21;Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang;
Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Keschatan
Nasional;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun2021
tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi
Program Pemanfaatan Ruang,

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023 - 2043;
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilavah Kabupaten
Karangasem Tahun 2012 - 2032
sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Karangasem Tahun 2012 -
2032;

Peraturan Bupali Karangasem Nomor 30
Tahun 2016 tentang Penetapan Batas
Sempatan Pantai,

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimasna
tetah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan.
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2. Sarana, 1. Komputer 5. Ruang Tunggu
Prasarana dan / | 2 Brosur PKI;._'PR 6. Wifi
- il 3. Counter Informasi | 7. Toilet
e Faatisas 4, Counter Pend 8. Tempat Parkir
3. | Kompetensi 5. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
Pelaksana 6. Menguasai Komputer
7. Menguasai Tata Bahasa yang baik
8. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa
INggris) =
4 Pengawasan Pelaksanaan pengawasan internal secara
Internal berjenjang hingga ditingkat pengawasan oleh
Kepala OPD
2. Jumiah b lenam) orang
Pelaksana
b. Jamiman Sesual maklumat pelayanan
Pelayanan
i Jaminan Tanda Tangan Elektromk
Keamanan )
3 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui
Kinerja Survei
Pelaksa

na

Kepuasan Masyarakat (SKM)




Nama Unit Pelayanan :

Sektor

Jenis Pelayanan
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem

Lingkungan Hidup

Persetujuan lingkungan

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Setrvice Delivery)

No Komponen
1l Persyaratan
Pelavanan

Uraian

1. Persetujuan Lingkungan melalui
penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan
Amdal:

1-

B
-

3.
4.

1.

12,
13

Surat Permohonan Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup

. Surat Arahan Penyusunan Dokumen

Lingkungan

Nomeor Induk Berusaha (NIB)

Surat Pernyataan Pengelolaan
dan Pemantauan

Lingkungan Hidup

Surat Pernyataan Bahwa Kegiatan

yang DiajukanMasih Dalam Tahap

Perencanaan

Formulir KA-ANDAL dan Berita Acara

KAANDAL

Bulkti kesesuaian lokasi rencana usaha

dan /ataukegiatan dergan rencana tata

ruang

Persetujuan awal terkait rencana usaha

dan /ataukegialan

Persetujuan teknis

. Keabsahan tanda bukti registrasi

lembaga penvedia jasa penyusunar
Amdal apabila penyusunan Andal dan
RKL-RPL dilakukan oleh lembaga
penyedia jasa penyusunan Amdal
Keabsahan tanda bukti sertifikasi
kompetensi penyusun Amdal

Dokumen Andal

Dokumen REKL-RPL

2. Persctujuan Lingkungan melalui
Penyusunan Formulir UKL-UPL dan
Pemeriksaan Formulir UKL-UPL:

-

-

3
4.

Surat Permohonan Pemeriksaan UKL-UPL
Sural Arahan Penyusunan Dokumen
Lingkungan

Nomeor Induk Berusaha (NIB)

Surat Pernyataan Bahwa Kegiatan yang
Diajukan Masih Dalam Tahap
Perencanaan

Bukti konfirmasi kesesuaian kegiatsn
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pemanfaatan ruang atau rekomendasi |
kesesuaian kegiatun pemanfaatan ruang
6. Persetujuan awal terkait rencana usaha
dan/atau kegiatan
7. Persetujuan teknis
8. Formulir UKL-UPL
2. Prosedur/M 1. Pelaku usaha mendaftarkan kegiatan pada
ekanisme sistem 0SS
Pelayanan 2. JF DLH melakukan verifikasi pemenuhan
persyaratansesual Permen LHK No. 4
Tahun 2021
3. Pemohon melengkapi dokumen lingkungan
(AMDAL atau UKL-UPL)
4. Pelaku usaha menerima hasil verifikasi
5. Tim Penilai melakukan penilaian dokumen
lingkungan
6. Pelaku usaha menerima berita acara
pemeriksaan dokumenlingkungan
7. DLH menerbitkan persetujuan PKPLH untuk
usaha wajib UKL-UPL atau persetujuan |
SKKLH untuk usaha wajib AMDAL
8. DPMPTSP menerbitkan persetujuan
lingkungan
9. Pelaku usaha menerima  persetujuan
lingkungan yang dimohonkan
3. Waktu 30 han kerja
Penyelesaian = o
4 Biaya Pelayanan | Tidak dikenakan biaya
3. Produlk Persetujuan Lingkungan
Pelayanan
6. Pengelolaan Email:
Pengaduan domprspidkaraneasemialy go.id
Telp: (0363) 23564
Website;
dpmptsp. karangasemkab.go.id ‘
Facebook: Dpmptsp Karangasem
Instagram:
dpmptsp kabkarangasem SP4N
Lapor: lapor.go.id

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL
ORGANISASI[MANUFACTURING)

1. Dasar Hukum

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemernintah Nomor 22 Tahun

20221 tentang Penyvelenggaraan

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup;

3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor 04 Tahun

2021 tentang Daftar Usaha dan/ atau

!‘-‘l
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Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,
Upaya Pengelolaa Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau

Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup;

4. Peraturan Menpan-RB Nomor 35 Tahun
2012, tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun
2007 tentang Bakun Mutu Lingkungan
Hidup dan Kriterin Baku Kerusakan
Lingkungan Hidup;

6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 6
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup (UPL) Serta Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL)

7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyclenggaraan
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomer 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan.

2. Sarana, I. Komputer 5. Ruang Tunggu
Prasarana dan / | 2. Brosur 6. Wifi
atau Fasilitas Persetujuan 7. Toilet 1
Lingkungan 8. Tempat Parkir
3. Counter Informasi
4, Counter Pendaltaran
3. Kompetensi 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
Pelaksana 2. Menguasai Komputer
3. Menguasal Tata Bahasa yang baik
4. Meénguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa
inggris) -
4. Pengawasan Pelaksanaan pengawasan internal secara
Internal berjenjang hingga di
tingkat pengawasan oleh Kepala OPD
D. Jumlah 6 (enam) orang
Pelaksana .
6. Jaminan Sesuai maklumat pelayanan
| Pelayanan
T Jaminan Tanda Tangan Elekironik
8 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pelavanan terukur melaui |

3
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Kinerja
Pelaksa

Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM)
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelavanan :
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem

Sektor

Jenis Pelavanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

¢ Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

lzin Penataan Lahan

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

o

1

Komponen Uraia _|
n
Persyaratan Kegatan dengan badan usaha :
Pelayanan I. Surat Pengantar Camat

2. Persetujuan Sebelah

Menyvebelah/Penyanding

Persetujuan Desa Pekraman '

Surat Pernyataan Keaslian Dokumen

Fuoto Copy KTP

Foto Copy NPWP

Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan

dan Pengesahannya

Gambar Layoul/Site Plan berskala

Foto Copy Bukti Kepemilikan Lahan dan

Bukti LunasPBB tahun berjalan

10. Surat  Perjanjian Perikatan antara
Pemohon dengan Pemilik Lahan (untuk
lahan yang bukan milik pemohon)

i1. Proposal Rencana Kegiatan

12. Foto Copy NIB dan PKKPR

13. Surat Kuasa Pengurusan Izin apabila
PengajuanPermohonan Dikuasakan

I4. Foto copy sertifikat kepesertaan BPJS
Kesehatan

N

bl

[{cgialan Perorangan :

Surat Pengantar Camat

Persetujuan Sebelah

Menyebelah /Penyanding

Persetujuan Desa Pekraman

Surat Pernyataan Keaslian Dokumen

Foto Copy KTP

Foto Copy NFWP

Gambar Layout /Site Plan berskala

Foto Copy Bukti Kepemilikan Lahan dan

Bukti LunasPBB tahun berjalan

Surat Perjanjian Perikatan antara

Pemohon dengan Pemilik Lahan (untuk

lahan yang bukan milik pemohon)

10. Proposal Rencana Kegiatan

11. Foto Copy NIB dan PKKPR

12, Surat Kuasa Pengurusan Izin apabila
Pengajuan Permohonan Dikuasakan

13. Foto copy kepesertaan BPJS Keschatan

H—

R

"]

L
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2. Prosedur/M I. Pelaku usaha mengajukan lzin Penataan |
ekanisme Lahan melalui front office DPMPTSP |
Pelayanan 2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi

lapangan oleh tim PTSP Kabupaten
Karangaserm

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau
Penolakan lzin Penataan Lahan

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau
Penolakan lzinPenataan Lahan

3. Waktu 11 hari kerja
Penyelesaian

4, Biaya Pelayanan | Tidak dikenakan biaya

3. Produk [zin Penataan Lahan
Pelayanan

B. Pengelolaan Email:

Pengaduan dpmptspakarangasemiab.go.id
Telp: (0363) 23564
Websile:
dpmptsp. karangasemkab.go.id
Facebook: Dpmplsp Karangasem
Instagram:

dpmptsp kabkarangasem
SP4N Lapor: lapor.go.id

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL
ORGANISASI (MANUFACTURING)

A Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengadaan  Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
Peraturan Presiden Republik Indoncsia
Nomor 71 Tahun 2012  lentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bag
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018

tentang Pedoman Teknis Pertanahan,

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 31
Tahun 2015tentang Penataan Lahan.

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan se¢bagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan

| Nonperizinan.

b

i

3
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2 Sarana, I. Komputer 5. Ruang Tunggu ’
Prasarana dan / | 2 gma:ur - 6. Wiili
T 3. Counter Informasi | 7. Toilet
e L 4. Counter Pendaftaran! 8 Tempat Parkir
3. Kompetensi 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
Pelaksana 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa
inggris)
4. Pengawasan Pelaksansan pengawasan internal secara
Internal berjenjang hingga ditingkat pengawasan cleh |
Repala OPD
5. Jumlah b [enam) orang
Pelaksana
6. Jaminan Sesual maklumat pelayanan
Pelayanan
7. Jaminan Tanda Tangan Elektronik
Keamanan
8 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terular melaui
Kinerja Survei
Pelaksa Kepuasan Masyarakat (SKM)
na
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan :
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem
i Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sektor

Jenis Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

N
1]

Kompenen

Ura:
an

1.

Persyaratan
Pelayanan

Data Umum

Data Teknis Tanah

Data Teknis Arsitektur

Data Tenis Struktur

Data Teknis Mekanikal, Elektrikal dan
Plumbing

Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan

B R =

Prosedur/Mekani |

sme Pelayanan

=

Pelaku  usaha membuat akun padal

simbg.pu.go.id

Pelaku usaha melakukan upload dala sesuai

persyaratan pada simbg

3. Pelaku usaha menerima berita acara
penoclakan apabila permohonan ditolak,
berita acara perbaikan apabila permohonan
periu  perbaikan atau  rekomendasi
persetujuan teknis apabila permohonan
tanpa perbaikan

4, DinasPekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman menghitung besaran retribusi
dan mencetak SKRD yang ditandalangani

oleh Kepala DinasPekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

Pelaku usaha membayvar retribusi

DPMPTSP menerbitkan PBG A

Pelaku usaha menerima PBG yan

dimohonkan

e ]

~ &

Waktu
Penvelesaian

26 hari kerja

Biaya Pelayanan

Dikenakan Retribusi

S o

Produk
Pelayanan

Persenujuan Bangunan Gedung [FBG)

Pengelolaan
Pengaduan

Email:
dpmptspiikarangasemkab. go.id
Telp: (0363) 23564

Website:
dpmptsp.karangasemkab,go.id
Facebook: Dpmplisp
Karangasem Instagram:
dpmptsp_kabkarangasem
SPAN Lapor: lapor.go.id
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B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL
ORGANISASI(MANUFACTURING)

‘Dasar Hukum

I, Undang - Undang Nomor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

2. Undang — Undang Nomor 2B Takhunr 2002
Tentang Bangunan Gedung;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
Tentang Bangunan Gedung;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi
Bangunan Gedung;

6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 30
Tahun 2016 tentang Penetapan Batas
Sempadan Pantai;

7. Peraturan Bupati Karangascm Nomor 33
Tahun 2019
lentan Penyelenggaraan  Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan scbagaimana telah diubah,
terakhir  dengan  Peraturan  Bupat

' KarangasemNomor 7 Tahun 2022 tentang

| Perubahan Kedua atas Peraluran Bupati
Karangasern Nomor 33 Tahun 2019

‘ tentang Penvelenggaraan Pelavanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonpeéerizinan.

8. Keputusan Bupat Karangasem Nomor
180 Tahun 2004 tentang Penctapan Garis
Sempadan  Bangunan di  Kabupaten
Karangasem:;

Sarana,
Prasarana dan /
atau Fasilitas

Komputer | 5. Ruang Tunggu
Brosur PBG n Wifi

Counter Informasi | 7. Toilet

Counter 8 Tempat Parkir

Pendaftaran o

il o b

Kompetensi
Pelaksana

Pengawasan
Internal

1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA

2. Menguasai Komputer

3. Menguasai Tata Bahasa vang baik

4, Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa
inggris)

| Pelaksanaan pengawasan internal secara

berjenjang hingga ditingkat pengawasan oleh
Kepala OPD

Jumlah
Pelaksana

B ([enam] orang

Jaminan
Pelayanan

' Sesuai maklumat pelayanan

Jaminan
Keamanan

Tanda Tangan Elektronik
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Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui |
Pelaksa Kepuasan Masyarakat (SKM)
na
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem
Sektor . Telekomunikasi

Jenis Pelayanan . lzin Penyelenggaraan Reklame
A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

2

3.

1o

B.

9.

N Komponen Uraian
0
| 2 Persyaratan Keglatan dengan badan usaha:
Pelayanan l. Folocopy KTP (pemohon dan kuasa);

. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan

danPengesahaannya;
Bukti kepemilikan lahan/ ikatan
perjanjian penggunaanlahan;

- Lokasi titik yang akan dimohonkan

pemasangan reklamebeserta luas ukuran
reklame;

Surat Pernyataan tentang kebenaran
dokumen, lokasi tidak dalam sengketa,
manajemen yang bertanggung jawab tidak
dalam sengketn/ perkara dan Tanggung
JawabSosial Lingkungan ( Corporate Social
Responsibility J;

Surat kuasa pengurusan izin [bagi yang
menggunakan kuasa ) untuk PNS tidak
diperbolehkan bertindak menjadi kuasa,
kecuali permohonan di  ajukan olech
pemerintah

Surat pernyataan kesanggupan untuk
melengkapi  kekurangan — persyaratan
administrasi

Jika menggunakan Billboard maka harus
melampirkan

foto copy lzin PBG Kontruksi Billboard.

10.Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan,

Kegiatan Perorangan:

i
7

3.

Fotocopy KTP (pemohon dan kuasa);

Bulti kepemilikan lahan/ ikatan perjanjian
penggunaan lahan;

Lokasi fitik yang akan dimohonkan
pemasangan reklame beserta luas ukuran
reklame;

Surat Pemyataan tentang kebenaran
dokumen, lokasi tidak dalam sengketa,
manajemen yang bertanggung jawab tidak
dalam sengketa/ perkara dan Tanggung
JawabSesial Lingkungan [ Corporate Social
Responsibility |;

Sural kuasa pengurusan izin (bag vang |

b




menggunakan kuasa ) unutk PNS tidak
diperbolehkan bertindak menjadi kuasa,
kecuali permochonan di ajukan oleh
pemermtah

6. Surat pernyataan kesanggupan untuk
melengkapi  kekurangan — persyaratan
administrasi

7. Jika menggunakan Billboard maka harus
melampirkan

8. foto copy lzin PBG Kontruksi Billboard.

9. Foto copy kepesertaan BPJS Keschatan

2. Prosedur/Mekani | 1. Pelaku usaha mengajukan Izin
smePelayanan Penyelenggaraan Reklamemelalui front
office DPMPTSP
2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi
lapangan oleh timPTSP Kabupaten
Karangasem
3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau
Penolakan lzinPenyelenggaraan Reklame
4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau
Penolakan lzinPenyelenggaraan Reklame
3. Waktu 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan
Penyelesaian benar
4. Biaya Pelayanan | Dikenakan Pajak
5. Produk Izin Penyelenggaraan Reklame 1
Pelayanan
0. Pengelolaan Email:
Pengaduan dpmpispickarangasemkab.gn.id

Telp: (0363) 23564

Website:
dpmptsp.karangasemkab.go.id
Facebook: Dpmptsp
Karangasem

Instagram:

dpmptsp kabkarangasem
SP4N Lapor: lapor.go.id
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B, ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI

(MANUFACTURING]

Dasar Hukum

:1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2, Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisas)
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional;

3. Peraturan Dacrah Kabupaten Karangasem
Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak
Reklame;

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 25

Tahun 2009 tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten

Karangasem,

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33

Tahun 2019 tentang Penvelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang

Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana

telah diubah, terakhir dengan Peraturan

Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan

Nonperizinan.

L

Sarana,
Prasarana dan /
atau Fasilitas

. Komputer

. Brosur lzin
Penyelenggaraan
Reklame

3. Counter Informasi

4, Counter Pendaftaran

(]

B

Kompetensi
Pelaksana

I. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA

2. Menguasai Komputer

i. Menguasai Tata Bahasa yang baik

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa

ingeris)

Pengawasan
Internal

Pelaksanaan pengawasan internal secara
berjenjang hingga ditingkat pengawasan oleh

Jumlah
Pelaksana

EF(‘EHE OPD
6 (enam] orang

Jaminan
Pelayanan

Jaminan
Keamanan

Sesuai maklumat pelayanan

‘Tanda Tangan Elektronik

w N oo ow

Evaluasi
Kinerja
Pelaksa
na

Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui
Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM|)
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem

Seklor . Sosial

Jenis Pelavanan : lzin Yayasan

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

N Komponen
0
1

Urai
an

Persyaratan T
Pelayanan

f-J

= w

Bhih

13

14,

15,

16.

Surat Penganlar Camal setempat;

Fotocopy KTP (pemohon, kuasa, pengurus,
pembina danpengawnus);

Folocopy NPWP,

Fotocopy Akta Pendirian Yayasan dan
Pertgesahaannya;

Fotokopi AD /ART,

Surat keterangan sekretariat dari pengurus;
Surat keterangan domisili Yayasan dari
Perbekel/ Lurah,dikelahui Camat
setempal;

Bicdata pengurus yayasan;

Fotoeopy NIB

Program kerja Yavasan (jangka pendek,
menengah dan panjang);

. Program kegiatan yang telah dilaksanakan
selama 1 (satujtahun terakhir;

Surat bukt penvetoran modal awal untuk
yayasan (WNI Rp 10.000.000,-, WNA Rp
100.000.000,-);

Folo copy izin yang akan di revisi (untuk
perubahan/ revisi dan Daftar Ulang/
Perpanjangan] apabila  hilang  agar
dilengkapi dengan surat keterangan hilang
dari kepolisian;

Surat Pernyaltsan tentang kebenaran
dokumen, lokasi tidak dalam sengketa,
manajemen yvang bertanggung jawab tidak
dalam sengketa/ perkara dan Tanggung
Jawab Sosial Lingkungan [ Corporate Social
Responsibility );

Surat kuasa pergurusan izin { bagl yang
mengeunakan kuasa ) unutk PNS tidak
diperbolehkan bertindak menjadi kuasa,
kecuali permohonan di  ajukan  oleh
pemerintah

Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan
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2, Prasedur/Mekani
sme Pelayanan

|. Pelaku usaha mengajukan [zin Yayasan

melalui front office DPMPTSP

Pelalku usaha menunggu rekomendasi dari

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

i. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau
Penolakat IzinYavasan

| 4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau

Penolakan lzinYayasan

!‘.‘l

3. Waktu 4 han kerja setelah persyaratan lengkap dan
Penyelesaian benar
4, Biaya Pelayanan | Tidak Dikenakan Biaya
3. Produk lzin Yayasan
Pelavanan =1
6. Pengelolaan Email:
Pengaduan dprmnmntspdkaranpasembaly poid

Telp: (0363) 23564

Website:
dpmptsp.karangasemkab.go.id
Facebook: Dpmptsp
Karangasem

Instagram:
dpmptsp_kabkarangasem
SP4N Lapor: lapor.go.id

B. ASPEK PENGELOLAAN
(MANUFACTURING)

PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI

1. Dasar Hukum

I, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2008 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang tentang Yayasan

3. Instruksi Presiden Republik [ndonesia
Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Optimalisasi  Pelaksanaan  Program
Jaminan Kesehatan Nasional;

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satm Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu PintuBidang Perizinan dan

{ Nonperizinan.

b
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2, Sarana, I. Komputer 5. Ruang Tunggu
Prasarana dan / o g:]asur IJ’.'EIHEYB}'EB-H.H . $15
: 3. Counter Informasi | 7. Toilet
atouFasilitas 4. Counter Pendafltaran! 8. Tempat Parkir
3. Kompetensi 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
Pelaksana 2. Menguasai Komputer
i. Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Menguasai Bahasa asihg (Minimal Bahasa
..... inggris)
4. Pengawasan Pelaksanaan pengawasan internal secara
Internal berjenjang hingga ditingkat pengawasan oleh
Kepala OPD
3. Jumiah b (enam) orang
Pelaksana B
6. Jaminan Sesual maklumat pelayanan
Pelayanan =
i Jaminan Tanda Tangan Elektronik
Keamanan
B Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur
Kinerja melaui Survei Kepuasan Masyarakat
Pelaksa

na

(SKM)
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan :
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem

1 Sosial

Sektor

Jenis Pelavanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

:  lzin Panti

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

N Komponen Urai

o an

 E Persyaratan 1. Surat Pengantar Camat setempat;
Pelayanan 2. Fotocopy KTP (pemohon, kuasa, pengurus,

pembina dan pengawas);

i. Fotocopy NPWP;

4. Fotocopy Akta Pendirian Panti dan
Pengesahaannya;

5. Fotokopi AD/ART;

6. Surat keterangan sekretariat dari pengurus;

7, Surat keterangan domisili Panti dari
Perbekel/ Lurah,diketahui Camat
setempat;

8. Biodata pengurus panti;

9. Fotocopy NIB

10. Program kerja Panti (jangka pendek,
menengah danpanjang);

I, Program kegiatan vang telah dilaksanakan
selama 1 (satu)tahun terakhir;

12. Surat bukti penvetoran modal awal untuk
panti;

13, Foto copy izin vang akan di revisi {untuk
perubahan/ revisi dan Daftar Ulang/
Perpanjangan) apabila  hilang  agar
dilengkapi dengan surat keterangan hilang
dari kepolisian;

4. Surat Pernyataan tentang kebenaran
dokumen, lokasi tidak dalam sengketa,
manajemen vang bertanggung jawab tidak
dalam sengketa/ perkara dan Tanggung
Jawab Sosial Lingkungan [ Corporate Social
Responsibility );

15.5urat kuasa pengurusan izin { bagi yang
menggunakan kuasa | unutk PNS tidak
diperbolehkan bertindak menjadi kuasa,
kecuali permohonan di  ajukan oleh
pemerintah.

i, Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan




2. | Prosedur/Mekani
smePelayanan
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1. Pelaku usaha mengajukan Izin Panti
melalui front office DPMPTSP

3. Pelaku usaha menunggu rekomendasi dan
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

2, DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau
Penolakan lzinPanti

3. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau
Penolakan lzinPanti

3. Wakiu 4 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan
Penyelesaian benar

4, Biaya Pelayanan | Tidak Dikenakan Biaya

5. Produk lzin Panti

. Pelayanan |

6. Pengelolaan Email:
Pengaduarn dpmpispa karangasemibcab. o id

Telp: (0363) 23564

Website: _

dpmptsp.karangasemkab.go.id

Facebook: Dpmptsp

| Karangasem Instagram:
dpmptsp_kabkarangasem

| 8P4N Lapor: lapor.go.id

B. ASPEK PENGELOLAAN
(MANUFACTURING)

PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI

1. Dasar Mukum

I. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor
I Tahun 2022 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional;

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor : 30/HUK/2011 tentang Standar

Pengasuhan  Anak untuk Lembaga

Kesejahteraan Sosial Anak;

3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah
Propinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga
Kesejahteraan Sosial;

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan scbagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022
feritang Perubahan Kedua atag Peraturan

[ S ]
1]

L
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Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan.

2. Sarana, 1. Komputer 5. Ruang Tunggu
Prasarana dan /| 2 Brosur [zin Panti 6. Wifi
atau Fasilitas 3. Counter Informasi | 7. Teilet
4. Counter Pendaftaran| 8. Tempat Parkir
3 Kompetensi 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
Pelaksana 2. Menguasai Kompulter
3. Menguasai Tata Bahasa vang baik
4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa
| o inggris)
4 Pengawasan Pelaksanaan pengawasan internal secara
Internal berjenjang hingga ditingkat pengawasan oleh
Kepala OPD
5. Jumlah | B (enam) orang
Pelaksana | — e
&, Jaminan Sesuai maklumat pelayanan
__ | Pelayanan -
s Jaminan Tanda Tangan Elektronik
Keamanan
B Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui
Kinerja Survei
Pelaksa Kepuasan Masyarakat (SKM)

fna




STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem

Sektor : Sostal

Jenis Pelayanan : lzin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)

A ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

Komponen [ Uraian

N
0
1. Persyaratan I{egtatan dengan badan usaha :
Pelayanan Fotocopy KTP [ Pemohon dan Kuasa )
AD/ART perusahaan.
Susunan Pengurus/Kepanitraan
Proposal Kegiatan.
Surat permyataan kebenaran
dokumen,Tanah tidakdalam
sengketa, dan Manajementidak
bermasalah,
6. Surat Kuasa ( bagi yang menggunakan
kuasa |
7. Surat pernvataan kesanggupan
untuk melengkapikekurangan
persyaratan administrasi
8. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan

e b —

Kegiatan Perorangan :
|. Folocopy ldentitas diri / KTP Penangung
Jawab
Sasaran /| Objek PUB
Rekomendasi Dari Dinas Sosial.

Surat Pernyalaan Kebenaran
Dokumen, Rekaman/ Foto Copy,Tanda
Tangan sesuai Aslinya, Tanah Tidak
Dalam Sengketa
5. Surat Pernyataan Kesangupan
Untuk Melengkapi Kekurangan
Persyaratan Administrasi
6. Foto copy kepesertaan BPJS keschatan

s 42

k=

2. Prosedur/Mekani| 1. Pelaku usaha mengajukan lzin PUB

sme Pelayanan melalui front office DPMPTSP

6. Pelaku usaha menunggu rekomendasi dari
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

2. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau
Penolakan [zinPUB

3. Pelaku usaha menerima Perselujuan atau
Penolakan IzinPUB

3. Waktu 4 harn kerja setelah persyaratan lengkap dan
Penyelesaian benar

%
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4, Biaya Pelayanan | Tidak Dikenakan Biaya
5. Produk Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)
__ | Felayanan = =
6. Pengelolaan Email:
Pengaduan dpmptspikaraneasemkab, go.icl

Telp: (0263) 23564

Website:
dpmptsp.karangasemkab. go.id
Facebook: Dpmptsp
Karangasem

Instagram:
dpmptsp kabkarangasem
SP4N Lapor;: lapor.go.id

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI

(MANUFACTURING)

1. Dasar Hukum

Pl

|..J|

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

2 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang
Alau Barang;

Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomar 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional;

Peraturan  Menteri  Sosial  Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial
Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan lzin
Undian Gratis Berhadiah danPengumpulan
Uang Atau Barang Dengan Sistem Onling;
Peraturan  Menteri  Sosial  Republik
Indonesia Nomor : 56/HUK/1996 Tentang
Pelaksanaan Pengumpulan Subangan Oleh
Masyarakat;

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nenpenzinan.

2 Sarana,
Prasarana dan /
atau Fasilitas

b )

. Komputer 5. Ruang Tunggu
. Brosur Izin PUB 6, Wifi
- Counter Informasi 7. Toilet

Counter Fendaﬂaran‘ k. Tempat Parkir
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=R Kompetensi | 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
Pelaksana 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa
Ingeris)
4. Pengawasan Pelaksanaan pengawasan internal secara
Internal berjenjang hingga ditingkat pengawasan oleh
Repala OPD
¥ Jumlah b (enam) orang
Pelaksana
6. Jaminan Sesuai maklumat pelayanan
Pelayanan
T Jaminan Tanda Tangan Elektronik
Keamanan
B Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaul
Kinerja Survei _
Pelaksa Kepuasan Masyarakat (SKM)
na




Sektor

Jenis Pelayanan
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem

: Sosial

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

. Izin Undian Gratis Berhadiah (UGB)

A, ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

Komponen

Urai
an

N
0
1

Persyaratan
Pelavanan

G g e b

B

Kegiatan dengan badan usaha:

. Fotocopy KTP ( Pemohon dan Kuasa )
. AD/ART perusahaan.

Susunan Pengurus/Kepanitraan
Proposal Kegiatan.

Surat pernyataan kebenaran
dokumen,Tanah tidakdalam

senghieta, dan Manajementidak
bermasalah.

Surat Kuasa | bagi yang menggunakan
kuasa |

Surat pernyataan kesanggupan

untuk melengkapikekurangan

persyaratan administrasi
Foto copy kepesertaan BPJS Keschatan

Kegmtan tanpa badan usaha:

.I.LE.LJ!-J

o,

Fotocopy ldentitas diri / KTP Penangung
Jawab

Sasaran / Objek PUB

Rekomendasi Dari Dinas Sosial.

Surat Pernyataan Kebenaran
Dokumen, Rekaman/ Foto Copy,Tanda
Tangan sesuail Aslinya, Tanah Tidak
Dalam Sengketa

Surat Pernyataan Kesangupan

Untuk Melengkapi Kekurangan
Persyaratan Administrasi

Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan

Prosedur/Mekani
smePelayanan

b

3

4.

. Pelaku usaha mengajukan [zin UGB

melalui front office DPMPTSP

Pelaku usaha menunggu rekomendasi dari
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

DPMPTSF menerbitkan Persetujuan atau
Penolakan [zinUGB

Pelaku usaha menerima Persetujuan atau
Penolakan [zinUGB

Waktu
Penyelesajan

4 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan
benar

Biaya Pelayanan

Tidak Dikenakan Biaya

Produk
Pelayanan

| lzin Unchan Gratis Berhadiah (UGB)
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Pengelolaan ' Email:
Pengaduan dpmptspikarangasemkab.go.id
Telp: (0363) 23564

Website:
dpmptsp.karangasemkab.go.id
Facebook: Dpmpisp
Karangasem

[nstagram:

dpmptsp kabkarangasem
SP4N Lapor: laper.go.id
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ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL
ORGANISAS] (MANUFACTURING)

~ Dasar Hukum

I. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954
tentang Undian;

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Keschatan
Nasional;

3. Peraturan  Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial
Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan lzin
Undian Gratis Berhadiah dan
Pengumpulan Uang Atau Barang Dengan
Sistem Online;

4. Peraturan  Menteri  Sosial Republik
Indoriesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Agensi Penyelenggaraan Undian Gratis
Berhadiah;

5. Peraturan Bupali Karangasem Nomeor 33

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupali Karangasem Nomor 7 Tahun 20232
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan.

Sarana,

Prasarana dan [

atau Fasilitas

1. Komputer
2. Brosur lzin UGB 6. Wifi

3. Counter Informasi | 7. Toilet

4. Counter Pendaftaran| 8. Tempat Parkir

5. Ruang Tunggu

Kompetensi
Pelaksana

11 Kualifikas: Pendidikan minimal SMA

2. Menguasai Komputer

3. Menguasai Tata Bahasa yang baik

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa
Inggris)

Pengawasan
Internal

Pelaksanaan pengawasan internal secara
berjenjang hingga ditingkat pengawasan oleh
Kepala OPD

Jumlah
Pelaksana

6 [enam]| orang

Jaminan
Pelayanan

| Sesuai maklumat pelayanan

Gl M o @

Jaminan
Keamanan

Tanda Tangan Elektronik

Evaluasi
Kinera
Pelaksa
na

Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui
Survei

Kepuasan Masyarakat (SKM)
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem
Lingkup : Pelavanan Nonperizinan

Jenis Pelayanan : Surat Kesesuaian Zonasi Menara

A ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

N Rompuonen Urai
0 an
1. Persyvaratan I. Sural permohonan rencana pembangunan
Pelayanan menara pada longittude dan lattitude, yang
ditujukan kepada  kepalan  dinas
komunikasi dan informatika kabupaten
karangasem.

2 Ktp (Kartu Tanda Penduduk) pemohon.

3. Pas Foto ukuran 3x4 = 2 (dua) lembar.

4.  Surat keterangan rencana ketingman
menara.

5. Surat pernyataan penggunaan menara
hersama palingsedikit dengan 3 (liga)
penyelenggara telekomunikasi.

6. Surat keterangan kesanggupan membayar
retribusi. ]

2. Prosedur/Mekani| |. Pelaku usaha mengajukan surat
sme Pelavanan kesesuaian zonasi menaramelalui front
office DPMPTSP

3, Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi
lapangan olehTim PTSP

i. DPMPTSP menerbitkan persetujan atau
penolakan suratkesesuaian zonasi
menara

4. Pelaku usaha menerima persetujuan atau
penolakan suratkesesuaian zonasi
menara vang dimohonkan

3, Waktu 3 hari kerja
Penyelesaian

4. Biaya Pelayanan | Tidak Dikenakan Biaya

5. Produk Surat Kesesuaian Zonasi Menara
Pelayanan

6. Pengelolaan Email:
Pengaduan dpmptspakarangasemkah,.go.id

Telp: (0363) 23564

Website:

dpmpisp.karangasemkab.go.id

Facebook: Dpmptsp

Karangasem [nstagram:

dpmptsp_kabkarangasem

I | SP4N Lapor: lapor.go.id
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B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI
(MANUFACTURING)
i & Dasar Hukum 1. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyvelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Bidang
Perizinan dan Nonperizinan scbagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Peraluran
Bupati Karangasem Nomeor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan.
2. | Sarana, 1. Komputer ' 5. Ruang Tunggu
Prasarana dan / 2 DBrosur Surat 6. Wifi
atau Fasilitas Kesesuaian 7. Toilet ,
Zonasi Menara 8. Tempat Parkir
3. Counter [Informasi
4, Counter
Pendaflaran
3. Kompetensi 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
Pelaksana 2. Menguasai Komputer
i, Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa
” ingeris|
4. Pengawasan Pelaksanaan pengawasan internal secara
Internal berjenjang hingga ditingkat pengawasan oleh
Kepala OPD
5. Jumlah 6 (enam) orang
Pelaksana
6. Jaminan Sesuai maklumat pelavanan
Pelavanan
7. Jaminan Tanda Tangan Elektronik
Keamanan
8 Evaluasi | Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur
Kinerja melaui SurveiKepuasan Masyarakal
Pelaksa (SKM)
na .
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem

Sektor : Kesehatan

Jenis Pelayanan @ Surat [zin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

N Komponen
0

(21

1. |Persyaralan
Pelayanan

—t

Scan Surat Permohonan kepada Kepala

DPMPTSP (asli);

Scan e-KTP (asli);

Scan NFWP |

Scan [jazah (asli);

Scan STR (ash)

Scan Surat Keterangan Sehat dari Dokter

yvang memiliki Surat Izin Praktik (asli);

Scan Pas Photo (berwarna) ukuran 4x6

latar merah

8. Scan SIP lama (asli) bag perpanjangan izin;

9, Scan SIP ke-1 untuk pengajuan.
permohenan SIP Ke-2

10, Secan Surat Keterangan Tempat Praktik
(Yankes)

11. Sean Bukti kecukupan Satuan Kredil
Profesi (SKP) bagi perpanjangan SiP
(skp.kemkes.go.id)

12. Scan Surat Pernyataan Keaslian
Dokumen

13. Scan Sertifikat perawat khusus di bidang

hemodialisa

e R

=

2. Prosedur/Mekani
sme Pelayanan

I. Pelaku usaha mengajukan Surat ljn

Penyelenggaraan Pelavanan Dialisis

melalui front office DPMPTSP

Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi

lapangan oleh umPTSP Kabupaten

Rarangasem

1. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau
Penolakan Suratlzin Penyelenggaraan
Pelayanan Dialisis

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau
Penolakan Surat [zin Penyelenggaraan
Pelayanan Dialisis

1

MNP

3. Waktu Penyelesaian

3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan
benar

4. |Biava Pelayanan

Tidak dikenakan biaya

3



97

U

Produk Pelayanan | Surat [zin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis |

6. Pengelolaan Email:
Pengaduar dpmplspiikarangasemkab.go.id
Telp: (0363) 23564
Websile:

dpmptsp.karangasemkab.go.id
Facebook: Dpmptsp Karangasem
Instagram: _
dpmptsp_kabkarangasem SP4N

| Lapor: lapor.go.id

B, ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI
(MANUFACTURING)

I. Dasar Hukum | UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang
Kesehatan;

2 Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor a7  Tahun 2014 Tentang
Penyclenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

3. Surat Edaran Menteri Kesehatan H_Epuhiikl
Indonesia Nomor,
Hk.02.01 /Menkes /6 /2024 Tentan

Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenag:
Medis Dan Tenaga Kesehatan Pa
Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 Tentang Kesehatan |

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republilk
Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 ten
Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis;

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan scbagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 23 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pclayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan

Nonperizinan.

2. Sarana, 1. Komputer 5. Ruang
Prasarana dan / | 2. Brosur Tunggu
atau Fasilitas Penyelenggaraan . TWLE

Pelayanan Dialisis L leet
3. Counter Informasi K. Tempat

4. Counter Pendaftaran Parkir
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3. Kompetensi 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
Pelaksana 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa
inggris)
4. Pengawasan Pelaksanaan pengawasan internal secara
Internal berjenjang hingga ditingkat pengawasan oleh
Repala OPD
3. Jumiah 6 (enam) orang
Pelaksana
b. Jaminan Sesual maklumat pelavanan
Pelayanan E -
7. Jaminan Tanda Tangan Elekironik
Reamanan
8 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui
Kinerja Survei
Pelaksa Kepuasan Masyarakat (SKM)

na




Nama Unit Pelayanan :

Sektor

Jenis Pelayanan
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem

Kesehatan

: lzin Penvelenggaraan Optikal

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

N
o

Komponen

Urai
an

1

Persyaratan
Pelayanan

e B —
% " H i

LIN

1.

13.

14,

15.

Surat permohonan bermaterai Rp. 10.000;
KTP pemohon/penanggung jawab;
NPWP pemohon dan NPWP Perusahaan;
Akta Pendirian dan Pengesahan dari
Kemenkumham bagh yang berbadan
hukum;

Surat Tanda Registrasi (STR)
Refraksionis Optisienatau Optometnis
vang masih berlaku

NIB;

Surat status kepemilikan lahan dan
bangunan (hak milik/sewa/kontrak)
dengan melampirkan IMB/PBG;

Daftar sarana dan peralatan yang akan |
digunakan;

Rekomendasi dari asosiasi optikal '
setempat;

Sertifikat f Kartu Peserta BPJS Kesehatan
dan Virtual Account Serta Bukti Lunas
Pembayaran luran Terakhir(dilegalisir
oleh Pejabat BPJS Kesehatan apabila
tanda bukti pembavaran tidak jelas);
Surat perjanjian kerjasama dengan
laboratoriumdispensing bagi

optikal yang tidak memiliki
laboratorium;

Surat Izin Praktik (SIP)
RO/Optometris yang masih berlaku
atau bukti SIP RO/Optometris dalam
prosespenerbitan izin dari instansi
yang berwenang menerbitkan SIP;
Surat pernyataan kesediaan
Refraksionis Optisien

(RO) fOptometris untuk menjadi
penanggung jawabpada optikal yang
akan didirikan bermaterai Rp.

10.000;

Surat status kepemilikan lahan dan
bangunan (hak milik/sewa/kontrak)
dengan melampirkan IMB/PBG;
Rekomendasi dan Dinas

Kesehatan Kabupaten
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Karangasem;

6. Surat pernyataan keabsahan
dokumen yang ditandatangani dialas
Rp. 10.000.00

17.  Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan

2. Prosedur/M 1. Pelaku usaha mengajukan lzin
ekanisme Penyelenggaraan Optikal melalui front
Pelayanan office DPMPTSP

Il

Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi

lapangan oleh tim PTSP Kabupaten

Karangasem

3. DPMPTSF menerbitkan Persetujuan atau
Penolakan lzin Penvelenggaraan Optikal

4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau

Penolakan Surat 1zin Penvelenggaraan

I Optikal
3. Walktu 3 harn kerja setelah persyaratan lengkap dan
Penyclesaian benar
4, Biayva Pelayanan | Tidak cdikenakan biaya
iR Produk Izin Penvelenggaraan Optikal
Pelavanan
6. Pengelolagn Email:
Pengaduan dpmptspiikarangasemiab.go.id
Telp: (0363) 23564
Website:
dpmptsp.karangasemkab.go.id
Facebook: Dpmptsp Karangasem

Instagram:
dpmptsp kabkarangasem |

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI
(MANUFACTURING)

g —

1. Dasar Hukum 1. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang
Kesehatan;

Peraturan  Presiden Republik  Indonesia
Nomor 97  Tahun 2014  Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satul

2N |
H

Pintu

1. Surat Edaran Menteri Keschatan Republik
Indonesia Nomor
Hk.02.01/Menkes/6/2024 Tentang

Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga
Medis Dan Tenaga Keschatan Pascal
Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 Tentang Kesehatan

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor |1
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Optikal;

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomeor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

b
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Pelavanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinarn.

na

2. Sarana, 1. Komputer ' 5. Ruang
Prasarana dan / | 2. Brosur lzin Tun
atau Fasilitas Penyelenggaraan 6. Wifi
U‘pllkﬂ] 7. Toilet
¥ r . Tt:m 1
3. Counter Informasi B T
|4 Counter Pendaftaran Fackr
3 Kompetensi i. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
Pelaksana 2. Menguasai Komputer
j. Menguasai Tata Bahasa vang baik
4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa
| inggris)
4. Pengawasan Pelaksanaan pengawasan internal secara
Internal berjenjang hingga ditingkat pengawasan oleh
Kepala OPD
3. Jumlah 6 (enam) arang
Pclaksana
6. Jaminan Sesuai makiumat pelayanan
Pelayanan o
A Jaminan Tanda Tangan Elcktronik
Keamanan /
g Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui
Kinerja Survei
Pelaksa Kepuasan Masyarakat (SKM)
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan :
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem

Bektor

Jenis Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

: Kesehatan

Izin Penyelenggara Pengobatan Tradisional

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

N Komponen Urai
o - an
1. Persyaralan I. Biodata pengobat tradisional
Pelayanan 2. Foto copy KTP /paspor untuk TKA
3. Surat keterangan Kepala Desa/Lurah
tempat melakukan pekerjaan sebagai
pengobat tradisional
4 Rekomendasi dari asosiasi/organisasi
profesi dibidang pengobatan tradisional
yang bersangkutan
5. Foto copy sertifikat / ijasah pengobatan
tradisional (bilaada)
6. Sural pengantar Puskesmas setempat
7. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua)
lembar
8. Rekomendasi (Kejaksanaan/Kantor
Departemen AgamaKabupaten/Kota)
o | 9. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan
2. Prosedur /M I. Pelaku usaha mengajukan Izin
ekanisme Penyelengpgara Pengobatan Tradisional
Pelayanan melalui front office DPMPTSP
2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi
lapangan oleh tim PTSP Kabupaten
Karangasem
3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau
Penolakan Izin Penyelenggara Pengobatan
Tradisional
5. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau
Penolakan Suratlzin Penyelenggara
Pengobatan Tradisional i
3. Waktu 3 hari kerja sctelah persyaratar lengkap dan
Penyelesaian benar
4, Biaya Pelavanan | Tidak dikenakan biaya
5. Produk Izin Penyelenggara Pengobatan Tradisional
Pelayanan
6. Pengelolaan Email:
Pengaduan dpmptspiikarangasenikab.go.id
Telp: (0363) 23564
Website:
dpmptsp.karangasemkab.go.id
Facebook: Dpmptsp Karangasem
nStag;ram
dpmptsp kabkarangasem SP4N
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15

l@pﬂf: lapor.go.id

ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL
ORGANISAS] (MANUFACTURING)

Dasar Hukum

td

UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang
Kesehatan;

Peraturan Presiden Republik Indonesig
Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Surat Edaran Menteri Kesehatan Republi

Indonesia Nomo:
Hk.02.01/Menkes/6/2024 Tentan

Penyclenggaraan Perizinan Bagi Tenag

Medis Dan Tenaga Kesehatan Pasca
Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun|
2023 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 61Tahun 2016 tentang
Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan

Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan.

Sarana,
Prasarana dan /
atau Fasilitas

. Komputer | 5. Ruang

i

. Counter Informasi Parkir
. Counter Pendaftaran

Brosur Izin Tunggu
Penyelenggara 6. Wifi
Pengobatan i Tmlﬂt
Tradisional 8. Tempat

Kompetensi

Menguasai Komputer
Menguasai Tala Bahasa yang baik

4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa
Inggris)

3
4
1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
2
1.

Pengawasan
Internal

Pelaksanaan pengawasan internal secara
berjenjang hingga ditingkat pengawasan olch
Kepala OFD

A

Jumlah

6 (cnam) orang
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Jaminan Sesuai maklumal pelayanan

Pelayanan

Jaminan Tanda Tangan Elektronik

Keamanan B

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui
Kinerja Survei

Pelaksa Kepuasan Masyarakat [SKM)

na
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Karangasem

Sektor : Kesehatan

Jenis Pelayanan . Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

| N Komponen Urai
| o | S an
| 1. Persyaratan I. Blangko permohonan
| Pelayanan 2. Rekomendasi sertifikat produksi
perbekalan kesechatanrumah tangga
3. Foto copy kepesertaan BPJS Keschatan
2. Prosedur/M 1. Pelaku usaha mengajukan Perbekalan
ekanisme Kesehatan RumahTangga melalui front
Pelavanan office DPMPTSP
2, Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi
lapangan oleh tim PTSP Kabupaten
Karangasem
3. DPMPTSP menerhitkan Persettjuan ataun
Penclakan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga
4. Pelaku usaha menerima Persetujuan
atau Penolakan Perbekalan Kesehatan
e Rumah Tangga
3. | Waktu 3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan
Penyelesaian benar
g, Biava Pelayanan | Tidak dikenakan biaya
o Produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Pelayanan
6. Pengelolaan Email:
Pengaduan dpmptspiikarangasemkab . go.id

Telp: (0363) 23564

Website:
dpmptsp.karangasemkab.go.id
Facebook: Dpmptsp Karangasem
Instagram:

dpmptsp kabkarangasem SP4N
Lapor: lapor.go.id
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B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL
ORGANISASI[MANUFACTURING)
(173 Dasar Hukum |, UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentan
Kesehatan;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesi
Nomor 97 Tahun 2014 Tent
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
3. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republi
Indonesia Nomo
Hk.02.01/Menkes /672024 Ten
Penyelengegaraan Perizinan Bag Tena
Medis Dan Tenaga Kesehatan Pa
Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 Tentang Kesehatan
4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan.
2, Sarana, I. Komputer
Prasarana dan / 2 Brosur Perbekalan KeschatanRumah
atau Fasilitas Tangga
3. Counter Informasi
4. Counter Pendaftaran
5. Ruang Tunggu
6. Wifi
7. Toilet
. Tempat Parkir
ER Kompetensi 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
Pelaksana 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa
_ insﬂ'sl -
4, Pengawasan Pelaksanaan pengawasan intérnal secara
Internal berjenjang hingga ditingkat pengawasan oleh
Kepala OPD
5. Jumlah b [enam) orang
Pelaksana | -
6. Jaminan Sesuai maklumat pelayanan
_ Pelayanan
74 Jaminan Tanda Tangan Elektronik
Keamanan
8 Evaluasi Kinerja Pclaksanaan Pelayanan terukur melaui
Kinerja Survel .
Pelaksa Kepuasan Masyarakat (SKM)
e

L
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Umt Pelayanan :
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem

Sektor

Jenis Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

: Kesehatan

¢ Surat lzin Praktck (SIP) Penata Anestesi

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

Komponen

Urai
an

N
o
1

. |Persyaratan

Pelayanan

|, Scan Surat Permohonan kepada Kepala

DPMPTSP (asli);

Scan e-KTP (asli);

Scan NPWP

Scan ljazah (asli);

Scan STR (asli)

Scan Surat Keterangan Sehat dari Dokter

yvang memiliki Surat [zin Praktik (asli);

7. Scan Pas Photo (berwarna) ukuran 4x6
latar merah

8. Sean SIP lama (asli) bagi perpanjangan izin;

9. Scan SIP ke-1 untuk pengajuan

permohonan SIP Ke-2

Scan Surat Keterangan Tempat Praktik

(Yankes)

. Scan Bukti kecukupan Satuan Kredit

Profesi (SKP) bagi perpanjangan SIP

(skp.kemkes.go.id)

Sean Surat Pernyataan Keaslian Dokumen

it ol )

Prosedur/Mcka
msme
Pelayanan

I. Pelaku usaha mengajukan SIP Penata
Anestesi melaluifront office DPMPTSP

2. Peclaku usaha menunggu hasil verifikasi
lapangan oleh tim PTSP Kabupaten
Karangasem

3. DPMPTEP menerbitkan Persetujuan atau

Penolakan SIPPenata Anestesi

Pelaku usaha menerima Persetujuan atau

Penolakan SIPPenala Anestesi

5.

~

Waktu Penyelesaian

3 har kerja setelah persyaratan lengkap dan
benar

Biaya Pelayanan

Tidak dikenakan biaya

Produk Pelayanan

Surat Izin Praktek (SIP) Penata Anestes)

b L

Pengelolaan
Pengaduan

Email:
dpmptspakarangasemikab.go
JdTelp: (0363) 23564
Website:

dpmptsp. karangasemkab.go,i
dFacebook: Dpmptsp
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Rarangasem |nstagram;
dpmptsp_kabkarangasem
SP4N Lapor: lapor.go.id

B.

ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL
ORGANISASI (MANUFACTURING)

Dasar Hukurmn

I

. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik

. Peraturan Menten

. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33

Ul Nomor
Kesehatan;

17 Tahun 2023 Tentang

. Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomaor a7 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelavanan Terpadu Satuy
Pintu

Indonesia Nomor Hk.02.01/Menkes/6,/2024
Tentang Penyclenggaraan Perizinan Bagi
Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Pasca
Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 Tentang Kesehatan

Kesehatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang lzin Penyelenggaraan
Praktik Penata Anestesi ;

Tahun 2019 tentang Penyelenggarasn
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan,

Sarana, Prasarana
dan / atau Fasilitas

1. Komputer
. Brosur SIP Penata

(]

. Counter Informasi
. Counter Pendaftaran

5. Ruang Tunggu
6. Wifi

7. Toilet

. Tempal Parkir

Anestesi

Kompetensi
Pelaksana

da f4d D == | dn Les

. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA |

Menguasai Kemputer

. Menguasai Tata Bahasa yang baik
. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa

INEEris)

Pengawasan Internal

Jumlah Pelaksana -

Pelaksanaan pengawasan internal secara
berjenjang hingga ditingkat pengawasan oleh
Kepala OPD

O (enam) orang

Jaminan Pelavanan

Sesual maklumat pelayanan

Jaminan Keamanan

Tanda Tangan Elektronik

@ N oo

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui|
Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM)

>
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Kinerja
Pelaksann

2. |8arana, Prasarana 5. Komputer 9. Ruang Tunggu
dan /atau Fasilitas |6 Brosur SIP Penata 1, Wifi
Anestesi 1.  Toilet
7. Counter Informasi 12,  Tempat
§. Counter Pendaftaran Parkir
3. |Kompetensi 5. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
Pelaksana 6. Menguasai Komputer
7. Menguasai Tata Bahasa yang baik
8 Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa
| . Inggris)
4. |Pengawasan Internal | Pelaksanaan pengawasan internal secara
berjenjang hingga ditingkat pengawasan oleh
e |Kepala OPD
5. |Jumlah Pelaksana | 6 (enam) orang
6. |Jaminan Pelayanan | Sesuai makiumat pelavanan
7. |Jaminan Keamanan | Tanda Tangan Elektronik
8 |Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pelayvanan terukur melau

Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM)
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Nama Unit Pelayanan :

Scktar

Jenis Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem

1 Transportasi

: lzin Trayek dengan Tujuan Terteritu

A, ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

N
Q

Komponen

Urm'

1.

Persyaratan
Pelayanan

R e e

Foto copy KTP [pt:tmljk dan kuasa)

Foto copy STNK

Kartu pengawasan asli yang dimilikd

Foto copy KIR

Pemilik Langsung / Pemilik Belum Balik

Nama / Kuasa [ Sopir

Prosedur /M
ekanisme
Pelayanan

Waktu

Penvelesaian

LB

4,

. Pelaku usaha mengajukan [zin Trayek

dengan TujuanTertentu melalui ront office
DPMPTSP

Pelaku usaha menunggu hasil verilikasi
dan berita acarakelengkapan berkas
persyaratan

DPMPTSF menerbitkan Persetujuan atau
Penolakan IzinTrayck dengan Tujuan
Tertentu

Pelaku usaha menerima Persetujuan Izin
Trayek denganTujuan Tertentu

2 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan
benar

Biaya Pelavanan

Tidak Dikenkan Retribusi

2

Produk
Pelayanan

lzin Travek dengan Tujuan Tertentu

o

Pengelolaan
Pengaduan

Emal:

dpmptspz karangasemkab.go
[idTelp: (0363) 23564
Website:
dpmptsp.karangasemkab.go.i
dFacebook: Dpmptsp
Karangasem Instagram:
dpmptsp_kabkarangasem
SP4N Lapor: lapor.go.id




B.

m

ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL
ORGANISASI [MANUFACTURING)

Dasar Hukum

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu lintasdan Angkutan Jalan;

2. Peraluran Pemerintah Nomor 30 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan;

3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang dengan  Kenddaraan
Bermotor Umum Dalam Trayek;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem
Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi lzin
Trayek;

5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubshan Kedua atas Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan  Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan.

Sarana,
Prasarana dan /
atau Fasilitas

. Kemputer I. Ruang Tunggu

. Brosur lzin Trayek | 2. Wil
denganTujuan 3. Toilet,
T:rt%?;:u ¢ 4. Tempat Parkir

3. Counter Informasi

4'. Counter
Pendafiaran

k-4

Kompetensi
Pelaksana

I. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA

2. Menguasai Komputer

3, Menguasai Tala Bahasa vang baik

1. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa
Inggris)

Pengawasan
Internal

Pelaksanaan pengawasan internal sccara

berjenjang hingga ditingkat pengawasan oleh
Kepala OPD

Jumlah
Pelaksana

b [enam] orang

Jaminan
Pelavanan

Sesuai maklumat pelayanan

< o o

Jaminan
Keamanan

Tanda Tangan Elektronik

Evaluasi
Kinerja
Pelaksa
na

Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui
Survei

Kepuasan Masvarakat (SKM)
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayvanan :
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem

Sektor

Jenis Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

: Transportasi
lzin Pengusahaan /Penyelenggaraan Usaha Parkir

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

Komponen

Urai

arn

e 2

Persyaratan
Pelayvanan

I Nomor Induk Berusaha (NI1B)

1 Akte pendinan perusahaan (apabila Badan
Llsaha)

t Fotocopy NPWP

4. Fotocopy KTP pemohon

5. Rekomendasi dari Kecamatan

o Rekomendasi dari Dinas Perhubungan

Prosedur/Meka
nisme
Pelayanan

1. Pelaku usaha mengajukan lzin
Pengusahaan /Penyelenggaraan Usaha
Parkir melalui front office DPMPTSP

2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi
dan berita acarakelengkapan berkas
persyaratan

3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau
Penolakan lzin
Pengusahaan /Penyelenggaraan Usaha
Parkir

4. Pelaku usaha mencrima Persctujuan Izin
Pengusahaan /Penyelenggaraan Usaha
Parkir

s

Waktu Penyelesaian

3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan
benar

Biaya Pelayanan

Dikenakan Retribusi

| !

Produk Pelayanan

Izin Pengusahaan/Penyelenggaraan Usaha
Parkir

o

Pengelolaan
Pengaduan

| SP4AN Lapor: lapor.go.id

Email:

dpmplspe karanginsemkab. oo
AdTelp: (0363) 23564
Website:
dpmptsp.karangasemkab.go.i
d Facebook: Dpmptsp
Karangasem

Instagram:
dpmplsp_kabkarangasem
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B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI
(MANUFACTURING)

. Dasar Huloam 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Anglkutan Jalan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2014 tentangAnghkutan Jalan;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem
Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi
Tempat Khusus Parkir;

4. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pembayaran dan
Penyetoran Pajak Daerah;

5. Peraturan Daerah kabupaten Karangasem
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Restribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Teérpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang  Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan.

2. Sarana, (T Kﬂmpiltcr |5_ Counter Pendaltaran
Prasarana dan / | 2. Brosur lzin 6. Ruang Tunggu
atau Fasilitas Pengusahaan/ 7. Wifi

Penvelengparann 8. Toilel ‘
Ugﬂ Parkir 9. Tempat Parkir

. Counter Informasi

b

. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
. Menguasai Komputer
. Menguasai Tata Bahasa yang baik
. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa
= Inggris)
Pengawasan Pelaksanaan pengawasan internal secara
Internal berjenjang hingga ditingkat pengawasan oleh
Kepala OPD

3. Kompetensi
Pelaksana

b el P = i

*=

Jumiah 6 (enam) orang
Pelaksana

o o

Jaminan Sesuai maklumat pelayvanan
Pelayanan

~i

Jaminan Tanda Tangan Elcktronik
Keamanan

8 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur mr:lau.'_t;
Kinerja Survei
Pelaksa Kepuasan Masyvarakat (SKM)

&

e
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan :

Sektor

Jenis Pelayanan

: Pertanian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem

: Surat lzin Paramedik Veteriner Pelayanan

Pemeriksaan Kebuntingan

A ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

N
o

Komponen

Urai
an

1.

Persyaratan
Pelayanan

b

.

Mengisi Formulir Permohonan

kKartu ldentitas Pemohon :

a. KTP Elektronik Pemohon

b Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

ljazah Sarjana Kedokleran Hewan, Diploma
Keschatan Hewan atau ijazah sckolah
kejuruan ndang Kesehatan Hewan

Surat Rekormendasi dari organisasi profesi
Paramedik Veteriner

Surat Keterangan pemenubian persyaratan
Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner
Sertifikat Kompetensi di bidang Inseminasi
Buatan vang diterbitkan oleh lembaga
sertifikasi profesi dan pelavanan pemeriksa
kebuntingan

Surat Rekomendasi dari dinas vyang
membidangi fungsi  kesehatan hewan
kabupaten

Bukti Kepesertaan BPJS Kesehatan atau
Tepaga Kerja ( Bagi Permohonan Baru) /
Bukti Lunas Bayar Bulan terakhir BPJS
Kesechatan atau Tenaga Kenja
(Perpanjangan/Perubahan)

Pas foto terbaru berwarna.

. Mengembalikan Sertifikat Asli Surat [zin

Praktik (Perpanjangan)

. Perjanjian penyelia dengan dokter hewan

Prosedur/M
ekanisme
Pelayanan

b

Pelaku wusaha mengajukan Surat [zin
Paramedik Veteriner Pelavanan Pemeriksa
Kebuntingan melalui front office DPMPTSP
Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi
dan berita acara kelengkapan berkas
persyaratan

DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau
Penolakan Suratlzin Paramedik Veteriner
Pelayanan Pemeriksa Kebuntingan

Pelaku usaha menerima Persetuijuan atau
Penolakan Surat lzin Paramedik Veteriner
Pelayanan Pemeriksa Kebuntingan

Waktu
Penyelesaian

2 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan
benar

L
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4 Biaya Pelayanan | Tidak Dikenakan Biaya
5. | Produk Suratlzin Paramed Velerin Pelayan Pemerik
FE‘IE}'&I:IEII Keb un'lmg ik er an 58
an
6. Pengelolaan Email:
Pengaduan dpmpispa karnneasemkab. go

LdTelp: [0363) 23564
Website:
dpmptsp.karangasemkab.go.i
dFacebook: Dpmptsp
Karangasem Instagrarm:
dpmptsp _kabkarangasem
SP4N Lapor: lapor.go.id

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI

(MANUFACTURING)

Dasar Mukum

I. Undang-undang (UU] Nomor 6 Tahun 2023[
tentang Penetapan Peraturan Pemerint
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang

. Undang - undang Nomor 18 tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017
tentang Otoritas Veteriner;

4, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun
2019 tentang Pelayanan Jasa Medik
Veteriner;

5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40
Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan
Berusaha Sektor Pertanian

6, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun
2019 tentang pejabat oteritas veteriner dan
Doktsr Hewan Berwernang,;

7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Eidan%
Perizinan dan Nonperizinan scbagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubashan Kedua atas Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelengearaan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu  Bidang  Pernzinan  dan
Nonperizinan.

I

Sarana,
Prasarana dan /
atau Fasilitas

. Komputer 4. Counter Pendaftaran
. Brosur lzin 3. Ruang Tunggu
Paramedik 6. Wifi

Veteriner 7. Toilet :
Pelayanan 8. Tempat Parkir

g e
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Pemeriksa
Kebuntingan
3. Counter Informasi

3. Rompelensi I. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
Pelaksana 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa vang baik
4. Menguasail Bahasa asing (Minimal Bahasa
. inggris)
4. Pengawasan Pelaksanaan pengawasan internal secara
Internal berjenjang hingga ditingkat pengawasan oleh
Kepala OPD
5. Jumlah 6 (enam) orang
Pelaksana
6. Jaminan Sesuai maklumat pelavanart
Pelayvanan
e Jaminan Tanda Tangan Elektronik
Keamanan |
8 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pelavanan terukur melaui
Kinerja Survei
Pelaksa Kepuasan Masyarakat (SKM)
na
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem

Sektor : Pertanian
Jenis Pelayanan : Surat [zin Paramedik Veteniner Asisten Teknik
Reproduksi

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

N Komponen
o

Urai
an

1. Persyaratan
Pelavanan

. Fotokopi SIPP ATR Pertama untuk

. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan

Formulir Permoheonan vang ditandatangani
oleh Pemohondisertai materai Rp. 10000,
Fotokopi KTP Pemohon

Surat Kuasa dan Fotokopi KTP apabila
Fengurusandiwakilkan

Fotokopi NFWP

Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan,
diploma kesehatan hewan, atau ijazah
selkolah kejuruan bidang kesehatan hewan
Fotokapi sertifikat kompetensi paramedik
veteriner asisten teknik reproduksi yang
diterbitkan  oleh  organisasi  profesi
paramedik veteriner

Rekomendasi  dari  Organisasi  Profesi
paramedic veterinerhewan

Surat Keterangan Pemenuhan Tempat

Pelavanan Paramedik Veteriner
Pas Foto berwarna ukuran 3x4 ( 2 lembar)

pengajuan SIPP ATRyang Kedua

2. Prosedur/M
ekanisme
Pelayanan

rl-J

Pelaku usaha mengajukan Surat [zin
Paramedik  Veteriner Asisten Teknik
Reproduksi melalui front office DPMPTSP
Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi
lapangan olch tim PTSP Kabupaten
Karangasem

DPMFPTSP menerbitkan Persetujuan atau
Penalakan Suratlzin Paramedik Veteriner
Asisten Teknik Reproduksi

Pelaku usaha menerima Persetujuan atau
Penplakan Surat Izin Paramedik Veteriner
Asisten Teknik Reproduksi

Waktu
Penvelesalan

3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan
benar

Biaya Pelayanan

Tidak Dikenakan Biaya

ol #

Produk
Pelayanan

Surat lzin Paramedik Vereriner Asisten Teknik ‘
Reproduksi |

L
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B. Fcngeloléa_n Email;
Pengaduan dpmplspe karangasemkab.go,id
Telp: (0363) 23564
Website:

dpmptsp.karangasemkab.go.id
Facchook: Dpmptsp Karangasem
Instagram:
dpmptsp_kabkarangasem SP4N
Lapor: lapor.go.ad

8. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI
(MANUFACTURING)

1. Dasar Hukum [ 1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang
2. Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2009 tentangPeternakan

dan Kesehatan Hewan,;

3. Peraturan Pemerintah Nomeor 3 Tahun
2017 tentang Otoritas Veleriner;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun2022 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional;

5. Peraturan Mentent Pertanian Nomor 3
Tahun 2019, Tentang Pelayanan Jasa
Medik Veteriner;

Perafuran Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tenlang Penyvelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan
Nonperizinan.

2. Sarana, I. Komputer 4. Counter
Prasarana dan / | 2. Brosur lzin Pendaftaran
atau Fasilitas Paramedik 5. Ruang Tunggu

Veteriner Asisten 6. Wil

Telknilc 7. Tollet 1

Reproduksi & Tempat Parkir
3. Counter Informasi _

3. Kompetensi 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
Pelaksana 2, Menguasai Komputer

3. Menguasai Tata Bahasa vang baik
4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa
Inggris)
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4. Pengawasan Pelaksansan pengawasan internal secara

internal berjenjang hingga ditingkat pengawasan oleh
Kepala OPD

5. Jumlah 6 (enam) orang
Pelaksana

6. Jaminan Sesuai maklumat pelavanan
Pelayanan -

Ta Jaminan Tanda Tangan Elekironik
Keamanan

8 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui
Kinerja Survei
Pelaksa Kepuasan Masvarakat (SKM)

na
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem

Lingkup : Pelayanan Nonperizinan

Jenis Pelayvanan ¢ Legalisir lzin

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

N Komponen Urai

0 an

1 Persyaralan 1. Mengsi blanko permohonan
Pelayanan 2. lzin asli vang akan dilegalisir

3. Foto copy izin yang akan dilegalisir

2. Prosedur/M 1. Pelaku usaha mengajukan legalisir izin
ckanisme melalui front oflice DPMPTSP
Pelayanan 2, Pelaku usaha menungpu proses legalisir

izin yangdimohonkan

3, Kadis DPMPTSP menandatangani foto copy
izin vangdimohonkan legalisir

4. Pelaku usaha mencrima foto copy izin yang

sudah dilegalisir
. B Waktu 1 harn kerja
Penyelesaian
4. Biava Pelayanan | Tidak Dikenakan Biava
[ 5. Produk Legalisir lzin
Pelayanan - )
B. Pengelolaan Email:
Pengaduan dpmpispiikarangasemkab.go
d Telp: (0363) 23564
Website:
dpmptsp.karangasemkab.go.i
dFacebook: Dpmpisp
Karangasem
Instagram:

dpmptsp_kabkarangasem
| SP4N Lapor: lapor.go.id

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI
(MANUFACTURING)

1. | Dasar Hukum 1. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang  Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, lerakhir dengan Peraluran Bupat
Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelavanan Terpadu Satu
Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan.
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2, Sarana, 1. Komputer 5. Ruang Tunggu
atau Fasilitas 3. Counter Inlormasi | 7. Toilet
4. Counter Pendaftaran| 8. Tempat Parkir
3. Kompetensi 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
Pelaksana 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa
| Inggns)
4. Pengawasan Pelaksanaan pengawasan internal secara
Internal berjenjang hingea ditingkat pengawasan oleh
Kepala OPD
5. Jumlah 6 (enam) orang
Pelaksana
6. Jaminan Sesuai maklumat pelayanan
Pelayanan B
7= Jaminan Tanda Tangan Elektronik
- Reamanan | = —
8 Evaluasi Kinetja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui
Pelaksa Kepuasan Masyarakat (SKM)
na
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan :
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem
: Pelayanan Nonperizinan

Lingkup
Jenis Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan

: Pembatalan [zin

A,  ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)
N ~ Komponen Urai 1
0 a2n
L. Persyaratan I. Mengisi blanko permohonan
Pelayanan 2. Foto copy KTFP penanggung jawab
3, Foto copy NPWP penanggung jawab
2. Prosedur/M 1. Pelaku usaha mengajukan pembatalan
ckanisme izin melalui [rontoffice DPMPTSP
Pelayanan 2. Pelakuusahamenunggu hasil
verifikasi berkas permohonan oleh JF
PTSP Kabupaten Karangasem
3. DPMPTSP menerbitkan
pembatalan 1Zin yang
dimohonkan
4. Pelaku usaha menerima persetujuan
pembatalan izin yangdimohonkan
3. Wakiu 3 hari kerja
Penyelesaian
4, Biaya Pelayanan | Tidak Dikenakan Biava
Pelayanan
6. Pengelolaan Email:
Pengaduan dpmplspikarmogasembkab.go.id
Telp: (0363) 23564
Website:
dpmptsp.karangasemkab.go.id
Facebook: Dpmptsp Karangasem
Instagram:
dpmplisp_kabkarangasem
SP4AN Lapor: lapor.go.id -
B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL
ORGANISASI(MANUFACTURING)
1. Dasar Hukum Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  Bidang

Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati
Rarangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
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Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

2. Sarana, 1. Koempuler [5. Ruang Tunggu
Prasarang dan / | 2 Brosur Pembatalan| 6. Wil
atau Fasilitas lzin |7 Toilet |
3. Counter Informasi | 8. Tempat Parkir
4. Counter
- Pendafiaran
3. Kompetensi i. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
Pelaksana 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa
! Inggris)
4. Pengawasan Pelaksanaan pengawasan internal secara
Internal berjenjang hingga ditingkat pengawasan oleh
Kepala OPD
3. Jumlah 6 (enam) orang
6. Jaminan Sesual maklumat pelayanan
1 Pelayanan _ |
(§ Jaminan Tanda Tangan Elektronik
Keamanan
8 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melaui
Kinerja Survei
Pelaksa Kepuasan Masyarakal (SKM)
na
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STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Karangasem
Jenis Pelayanan : Pencabutan lzin

A. ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (Service Delivery)

No Komponen Uraian
l. | Persyaratan 1. Surat Permohonan Pencabutan lzin
2. Surat Rekomendasi/Keterangan
Penutupan Usaha dari Desa

Fotocopy KTP Pemphon
Izin yang akan dicabut |

Pla

(5]

Prosedur/Mekanisme 1. Pemohon Mengajukan berkas Permohonan
Pelayanan pada tempat pendaftaran
| 2. Petugas pendaftaran memeriksa dan
meneliti kelengkapan berkas permohonan,
setuju jika persyaratan lengkap untuk
| diregistrasi, lidak setuju jika persvaratan
tidak lengkap untuk diregistrasi

3. Petugas pemnbantu sector pertanian lanjut
cetak Drafl Sural Kelerangan Pencabutan
lzin

4. JF PTSP yang mengampll scctor pertanian
memeriksa dan menandatangani Berita
Acara dan paraf Surat Keterangan
Pencabutan lzin.

5. Ko JF PTSP memeriksa dan
menandatangani, Berila Acara dan paraf
Surat Keterangan Pencabutan [zin.

6. Kepala DPMPTSP  memeriksa  dan

| menandatangani, Berita Acara dan Surat

I Keterangan Pencabutan lzin.

| 7. Petugas pembantu  sector  pertanian
mendokumentasikan berkas dan
kelengkapannya, lanjut menyerahkan
Surat Keterangan Pencabutan [zin ke
petugas Penyerahan lzin (front Office)

8. Petugas Penverahan Izin meregistrasi
Surat Keterangan Pencabutan lzin yang
diterima, Menyerahkan Surat Ketcrangan
Pencabutan lzin Repada Pemohon

9. Pemohon menerima Surat Keterangan

Pencabutan lzin.
3. | Jangka Waktu | 3 (Tiga) hari kerja
Penyelesaian B
4, | Biava Tarifl Tidak dikenakan biaya

5. | Produk Pelayanan Pencabutan lzin

6. | Pengelolaan Email:
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1

' Pengaduan

dpmptspdkarangasemkab, go.id
Telp: (0363) 23564

Website:
dpmptsp.karangasemkab.go.id
Facebook: Dpmptsp Karangasem
Instagram: dpmptsp_kabkarangasem
SP4N Lapor: lapor.go.id

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI]

(MANUFACTURING)

1.

Dasar Hukum

1. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan

Nonperizinan.
2. | Sarana, Prasarana | Parkir, gedung, ruang tunggu, AC, toilet,
| dan / atau Fasilitas | media informasi, kantin
3. | Kompetensi 1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
Pelaksana 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa
inizpTis)
4. | Pengawasan Pelaksanaan pengawasan internal secara
Internal berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh
Kepala OPD
| 5. | Jumlah Pelaksana |3 (tiga) orang
| 6. | Jaminan Pelayanan | Sesuai maklumal pelayanan
7. | Jaminan Keamanan | Tanda tangan elektronik |
8. | Evaluasi Kinerja Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur
Pelaksana melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
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